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Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa,
Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tabalong Tahun 2027 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong disusun
dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel serta mempunyai orientasi pada hasil yang diharapkan,

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tabalong ini juga merupakan dokumen dasar dalam penyusunan Sistemn
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

Rencana Kerja Dinas Soslal, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027
ini diharapkan dapat memberikan arah institusi dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, P3AP2KB Kab, Tabalong i




! > . -
' BerAKHLAK Zrodien (1)

f‘-ﬁ_} hoy VR

DAFTAR ISI

WATA PENGANTRIR oo 1

A LIRREBRIBRAINY . iessionsssm misims s s s i i 1

B Caaney . o maim st  p iA 6
C Maksud dan TUJUBM..........cciiiiiiiiesie s sessemeerees e sess e 10
D Sistematika PEnUIISAN.........covierereeeroeeceeeeeecoseeeesssssessseseressssss 1

BAB Il HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.. 14
A Evaluasl Pelaksanaan Renja SKPD dan Capalan Renstra 14

B Analisis Kinerja Pelayanan SKPD...........c..cccoovevvervenrrecnen. 43
C  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD...., 48
BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH. .........oocovmmnnnnn 53
A Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi................ 53
B Tujuan dan Sasaran Renja SKPD... o dicia OB
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.... 80
BABYV PENUTUP 96

A Calatan Penting yang Perlu Mendapal Perhatian, Baik Dalam
Rangka Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan

Anggaran Tidak Sesuai dengan Kebutuhan...........cocieinicnine, 97
B Kaidah-kaidah Pelaksan@an..........coooieevsciensseseioissssss s 97
C  Rencana Tindak Lanjit........ccouiuiiliviemiivrsisrisssssossossessmmmmnns 98

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, P3AP2XB Kab. Tabalong 1



L .
rmhl&ﬂ i

' BeraKHLAK R (00 ‘
il

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial,
Pamberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun
2026 Kabupaten Tabalong... AR BB SRR 17

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Falayanan Dinas Soslal, Fambardayaan
Perempuan, Periindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana............ 45

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendallan Penduduk dan Keluarga

Berencana. .. ST R R AR e . O
Tabel 3.2  Tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

BBIrBNCANA. ... .. cioiimiiririnnnnnanrerannnassrenrasiasennnnseennnssnsesersnnne 58

Tabel 3.3 Sasaran Dinas  Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
DETENCANE, ;<o st a1

Tabe! 3.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana.. TN N SR TR o 89
Tabel 4.1 Sasaran Program, KEQJET.EI‘I dan Sub kegmtan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana. .. i 61

Tabel42  Rumusan Rencana F'rogram Kaglatan dan Sub Keglatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2027.................. AR SR R e

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, PIAT2KB Kab. Tabalong n




& o &ERY 75
BGI_AK!‘“‘AK #bﬂngggﬂ \.4 B cHBART

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/kota.................
Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran...........
Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah.........

Rancangan Awal Rencana Kevja Dinsos, P3AP2KB Kab. Tabalong v



! BerAKHLAK 0589, (FA0) ~

~ /.:_s;.'ﬂmu

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Euiakang

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan di daerah, Tata cara
Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah,

Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD
khususnya, dan Pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memillki
fungsi sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja
SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah
terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan
pada Masyarakal yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan
pada kualitas pelayanan pada publik.

Dokumen rancangan awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027 memuat berbagai program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027, yang merupakan
penjabaran visi, misi dan program dari Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

Rancangan awal Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2027 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem
perencanaan Pembangunan daerah, karena rancangan awal Renja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian
Fenduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027 pada
dasarnya adalah pelaksanaan dokumen rancangan awal Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2027.

Selanjutnya rancangan awal Renja SKPD dijadikan sebagal pedoman
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan Kemudian berubah
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, P3AP2KB Kab.Tabalong |
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Dikaitkan dengan Visi Dinas Scsial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni “.
MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA MENUJU TABALONG SMaRT (SEJAHTERA,
MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN). Dan Misl Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan kelaurga
Berencana, yakni:

1. Mewujudkan Periindungan Sosial;

2. Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Mewujudkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

4. Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan
Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungs!, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Normor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan,
Fengendalian, dan Evalusi Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten
Tabalong menyusun Dokumen rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun
2026 vyang berdasarkan Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor: B-
1/BAPPERIDA/000.7/1/2026 tanggal 08 Januari 2026..

Berangkal dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas
Soslal, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong membuat Renja yang merupakan
rencana keglatan tahunan yang digunakan sebagal pedoman dalam kegiatan
tahun tersebut.

1) Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode
salu tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tenmtang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tenang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Satuan Kerja Parangkat
Daerah untuk menyusun Rencana Kefla (Renja) OPD sebagai pedoman
kerja selam periode 1 (satu) tahun dan berfungsl untuk menerjemahkan
perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD
kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian. Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, P3AT2KB Kab. Tabalong 2
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merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Tabalong
yang mempunyal tugas membantu Bupali melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang soslal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesual Peraturan Bupat|
Tabalong No. 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif
dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutiak,
yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam
menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran
berkenaan.

2) Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OFD mengacu pada
kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, Oleh
karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara
simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus
melakukan pengkajlan terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD,
evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan
akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala
Daerah, selanjulnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk meniadi
pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan
prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari maten Rancangan
Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.

2. Program dan kegiatan diringi menurut sumber pendanaan yang
diusulkan,

3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja
keluaran, target capatan program/ kegiatan, target keluaran kegiatan,
lotal dana yang diperlukan kegiatan.

4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang
akan diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam
penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan
Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, P3ALP2KB Kab Tabalong 3
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Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah

sebagai berikut :
a. Persiapan Penyusunan Renja

e
-
-

e

Pembentukan Tim Penyusun Renja
Orientasi mengenai Renja
Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan

seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang
lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-
pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

4
"

-

Pengolahan data dan informasi:

Analisis gambaran pelayanan OPD:

Mereview hasil evaluasl pelaksaan Renja OPD tahun Ialu
berdasarkan Renstra OPD:

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD

Perumusan tujuan dan sasaran:

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
Perumusan kegiatan prioritas:

Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;

Penyempumaan rancangan kerja OPD:

Pembahasan forum OPD: dan

Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan priorntas
dan  sasaran  pembangunan  tahun  rencana dengan
mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah,

Rancangan Awal Rencana Kervja Dinsos, PIAT2:K8 Kab.Tabalong 4
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d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada
Rancangan Akhir RKPD
f. Penetapan Renja,
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:
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Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

3) Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagal dokumen perencanaan pembangunan
tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD
yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh
dokumen tersebul merupakan bagian dari  sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu.
Karena sistem perencanaan psmbangunan merupakan sebuah proses yang
sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang
dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu
dengan yang lainnya.

| waa ™* | . AntarDokumen

Dra
JHFD

Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

—— —
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B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana kera (Renja) Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027 adalah sebagal berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat |l di Kalimantan (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagal Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72),
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomor 1820),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11
Tanah Laut, Daerah Tingkat |l Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4286),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapl Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4418);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967,

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, P3AP2KB Kab, Tabalong 6
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10.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

Indonesia Tahun 2009 Nomor 1681, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5080);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penanganan Fakir
Miskin;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia MNomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubshan kedua Alas Undang
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4585),

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan
dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomar 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisterm Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesla
Tahun 2014 Nomor 80);

Rancangan Awal Rencana Xerja Dinsos, P3AP2 KB Kab. Tabalong 7
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18. Peraturan Presiden Nomor 539 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

19. Peraluran Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting,

22, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

23. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pekerjaan Terburuk
Anak;

24. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Naslonal Penghapusan Eksploitasi Seksual Komnersial Anak;

25. Intruks| Presiden Nomor 05 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan
Wanita dalam Pembangunan Daerah;

26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender;

27. Instruks| Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan
yang Berkeadilan;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 927);

29. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perfindungan
Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan
Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

30. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak
Anak;

31, Peraturan Menterl Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak
Anak;

32. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 13 Tahu 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/
Kota Layak Anak;
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33. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota
Layak Anak:

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Rancangan Awal alas Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomoar 15 Tahun
2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
di Daerah;

35. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasl Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangen Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomar 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Noemar 1781);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun
2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Tahun 2021 Nomor 1419);

39. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 55/MHK-010/B5/2010 Tahun 2010
Tenlang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;

40. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kalimantan
Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor
078},

41, Peraturan Gubemur Kalimantan Selatan Nomor 102 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunarn
Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor
108);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomoer 02, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
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02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2025 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

435. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsl Serta Tata Kerja Perangkat
Daeran Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2025 Nomor 47};

C. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Adapun maksud dari pembuatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027 adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tabalong untuk satu tahun anggaran:

2. Memberikan arah bagl pelaksanaan kegiatan dalam jangka satu tahun
depan;

3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif. efisien dan
berkelanjutan;

4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan
dserah,

Tujuan :

Tujuan darl pembuatan rencana kerja (RENJA) Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pamberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027;

2. Sebagai pedoman / acuan dalam penyusunan RKA Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2027.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, PRAP2KB Kab, Tabalong 10
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D. Sistematika Penulisan
Rancangan awal rencana kerja (Renja) Tahun 2027 Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong disusun dengan sistematika sebagal
berikut:
BAB| PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat
Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah,
Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen
RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dam Renja
Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
B. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
C. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dar penyusunan
Renja Perangkat Daerah.
D. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan HRenja Perangkat
Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tshun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial, pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun
2026, selanjutnya realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
Renja tahun-tahun sebelumnya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
berdasarkan Indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK
dan SPM dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
lentang Standar Pelayanan Minimal, maupun terhadap IKK sesual

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, P3AP2KB Kab. Tubalong 11
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis

Indikator yang dikaji disesualkan dengan tugas dan fungsi Dinas
Soslal, Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Sefjauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat daerah dan
hal kritis terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
Khsusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergl
program antara Perangkat daerah provinsi dengan Perangkat
Daerah Kabupaten / Kota serta dengan kementerian dan
lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja
pembangunan;

2, Permasalahan dan hambatan vyang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misl daerah,
lerhadap capalan program nasional / internasional seperti
NSPK. SPM, dan SDGs (Sustainable Development Goals);

4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan
Perangkat Daerah; dan

9. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasl dan calatan
yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program
dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan terhadap Kebijakan nasional
Teiaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana
dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkalt dengan tugas
pokok dan fungsi Perangkal Daerah.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan Isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungs! Perangkat Daerah
yang dikaitkan dengan sasaran target kineria Renstra Perangkat
Daerah.

C. Program dan Kegiatan berisikan penjelasan menganal faktor-
faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, PIATP2KB Kab. Tabalong 12
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perumusan program dan kegiatan proritas tahun  yang
direncanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini berisi tentang rencana kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tahun 2027 dengan menyertai penjelasan
sumber pendanaannya.

BABV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

C. Rencana tindak lanjut pada bagian lembar terakhiur dicantumkan
tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama
dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, sert cap pemerintah
daerah yang bersangkutan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, T3AP2KB Kab Tabalong 13
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BAB Il
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian

RENSTRA SKPD

Dinas  Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari satu Sekretariat,
lima bidang, satu Unit Pelaksana Terpadu. Hasil Renja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana s/d Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan dengan
optimal dan beberapa kegiatan telah mencapal largel yang ditetapkan, Hal ini
dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi
output yang diharapkan.

Evaluasl hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d tahun 2025 dan
perkiraan capaian tahun 2026 (Tahun Berjalan).

Total pagu anggaran setelah perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial sebesar
Rp. 50.609.823.121,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.151.824.987 - (87.24%)
yang dilaksanakan pada 6 Program 16 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Secara
umum tidak semua anggaran Tahun 2025 dapat direalisasikan secara maksimal,
hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah dengan realisasl sebesar Rp. 10.693.978.- dari pagu sebesar Rp.
23.545.000.- atau 4542%. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan lenaga
yang melakukan kegiatan lapangan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak
berjalan optimal sesual dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Kegiatan Administrasl Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi sebesar
Rp. 4.406.680.816,- dari pagu sebesar Rp. 7.065.234.000 - atau 62,37%. Hal
tersebut dikarenakan realisasi menyesuaikan Jumiah ASN dan PPPK yang
ada.

3. Keglatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi
sebesar Rp. 30.400.000,- dari pagu sebesar Rp. 38.850.000.- atay 78,25%.
Hal tersebut dikarenakan proses negoisasl atau kompetensi di E-Kataloq.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah
Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 392.278.507 - dari pagu sebesar Rp.
502.007.597.-. Hal tersebut dikarenakan kabutuhan rill atau harga pasar
yang tersedia di E-Katalog lebih murah dari yang dianggarkan (Karena
melalui proses negosiasi atau kompetisi E-Kataloq), serta adanya belanja
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modal yang tidak dapat direalisasikan karena harga rill atau harga pasar
lebih besar darl yang dianggarkan.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
realisasi sebesar Rp. 864.260.720,- dari pagu sebesar Rp. 1.106.361,140.-.
Hal tersebut dikarenakan setiap bulannya pemakaian listrik, air, internet tidak
dapat diprediksi, serta adanya silpa pada belanja makanan dan minuman
rapat.

6. Kegialan Penyelenggaraan Pemberdayaan  Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan realisasi sebesar Rp.
182.537.010,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 302.948.399.-. Hal tersebut
dikarenakan penyesuaian kondisi dl lapangan.

Sementara Total pagu anggaran setelah perubahan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 17.023.423.246 - dengan realisasi
sebesar Rp. 14.371.945.913,- (84,42%) yang dilaksanakan pada 10 Program 27
Kegiatan dan 81 Sub Kegiatan. Secara umum fidak semua anggaran Tahun
2025 dapat direalisasikan secara maksimal, hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisas/ sebesar
Rp. 195.639.679 - dari pagu sebesar Rp. 287,158.399,- atau 68,13%. Hal
lersebut dikarenakan keterlambatan pelaksanaan program atau kegiatan
yang berdampak pada rendahnya realisasi pada periode awal dan
periengahan tahun, adanya silpa pada belanja barang dan jasa seperti
Materal, ATK, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, alat listrik,
folocopy karena proses negosiasi atau kompetensi di E-kataloq serta tidak
terlaksananya belanja kursus singkat, pelatihan,dan slipa pada belanja
peralanan dinas biasa diantaranya penggunaan penginapan 30% dalam
provinsi, silpa pada tiket pesawat, transport, penginapan dan uang harian
keluar provinsi,

2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 179.150.902.- darl pagu sebesar Rp.
233.725.787 - alau 76,65%. Hal tersebut dikarenakan kabutuhan riil atau
harga pasar yang tersedia di E-Katalog lebih murah dari yang dianggarkan
(Karena melalul proses negosiasi atau kompetisi E-Katalog), serta adanya
belanja modal yang tidak dapat direalisasikan karena harga rill atau harga
pasar lebih besar dari yang dianggarkan.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan
realisasi sebesar Rp. 813.843.146 - dari pagu sebesar Rp. 1.098.705.766, -
atau 74,07%. Hal tersebut dikarenakan setiap bulannya pemakaian listrik, air,
internet tidak dapat diprediksi, serta adanya slipa pada belanja makanan dan
minuman rapat yang hanya terlaksana 4 kall, silpa pada belanja honorarium

—
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penyelenggaraan kagiatan pendidikan dan pelatihan serta slipa pada belanja
Jasa tenaga pelayanan umum, tenaga kebersihan, keamanan dan supir, silpa
pada belanja bahan lainnya, perabot kantor, penambah daya tahan tubuh,
dan pakalan batik tradisional.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 333.636.724.- dari pagu
sebesar Rp. 622.613.982,- atau 53,59%. Hal tersebut dikarenakan Roda 4
berjumiah 7 buah, kendaraan Roda 2 berjumiah 38 buah dengan kondisi
layak jalan, 1 kendaraan operasional sekretariat kurang baik, 8 kendaraan
dikembalikan ke asel dan 2 buah kendaraan bermasalah sehingga hanya
sebagian kendaraan balk roda 2 maupun roda 4 yang mendapatkan
perawatan, serta AC window kondisi baik sebanyak 1 unit, AC Split kondis
balk 8 unit, Printer sebanyak 50 kondisi balk, Laptop sebanyak 41 unit dalam
kondisi bak, PC sebanyak 9 unit dalam kondisi baik sehingga tidak semua
peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan pemeliharaan.

9. Keglatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban
Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
dengan realisasi sebesar Rp. 115.240.417- dari pagu sebesar Rp.
144.665.943,- atau 79,66%. Hal tersebut dikarenakan adanya silpa pada
belanja penggandaan, belanja perjalanan blasa, makanan dan minuman di
rumah perlindungan tidak semua terealisasi karena sesuai dengan
kebuluhan korban (kasus yang masuk tidak bisa diprediksi serta penggunaan
anggaran hanya dapat digunakan untuk layanan korban).

Kemudian untuk tahun 2026 Pagu serapan tahun anggaran berjalan (2026
sampal dengan 11 Februar 2026 ini mencapai Rp. 606.170.022,- (1,15%) dari
pagu sebesar Rp. 52.632.563.747 - hal tersebut disababkan:

1. Perubahan SOTK sehingga harus melakukan penyesuaian,

2. Penyusunan rancangan anggaran kas baru dapat dilaksanakan pertengahan
Januari 2026 karena adanya kendala pada pengalihan anggaran dari SIPD
penganggaran ke SIPD Penatausahaan.

3. Penetapan DPA pada tanggal 9 Januari 2026

4. Penginputan SiIRUP baru selesal pada tanggal 31 Januari 2026.
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Tabel 21
Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendallan Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2026

Kabupaten Tabalong
o Target dan Realisasi Kinetia | Program | LN SN e
s Program dan Keluaran Kegiatan |  Keglatan Target Program |
Unssan ! Urusan Pamorintahan | . SKPD Tahun 2025 Renja | Keplatan Renstra SKPD
Kode Daerah dan Program | Kegiatan | Sub Mmrumu gre *?““'“4 m SKPD | widTshun2026 |
Vagistan i SKPD Tingkat | SBUD | Perkirasn | Perkiraan Gnoton
Tahun Targel | Realisasl | Roafisasi nm"'“" Realisasl | Tinghat
2027) (%) Joze) | Copwen | capaian (%)
2 3 s 5 N By (I B R ol T
URUSAN  PEMERINTAHAN  WAJIB
YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAM DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
SOSIAL e e
o1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Predikal Nilai AKIP A A Aa B1,60% BB BB 100%
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Mmi2|n Perancanaan, Penganggaran, dan | Persentase Hasil Parencanaan  dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daorah Pelaporan yang dijadikan Bahan Evaluasi
Kiner{a =1
D1 | 2 | 07 | 0006 | Koordinass dan  Penyusunan Laporan | Jumish Lapomn  Cspmian Kinera dan | 14 Laporen 15 18 1004% 14 Laporan 14 100%
Capatian  Kinerjadan  Ikhlissr  Reelisasl | Ikhtisar Raallsasi Kinanz SKPD dan Laporan Laparan Laporan Lapomn
Kinarja SKPD Hasl Koomdinasl Penpusunan Lapoesan
GCapatan Kinera dan Ikhlisar Realsasi
Kirsria SKPD
oy | @ | 07 | 0008 | Penyelenggaraan Walidata Pandukung | Jumiah Dokumen Hesl Panyslanggarasn | 4 Dokumen & B 100% 4 Dolamen 4 100%
Sististik Sekioral Daacak Walldats Fendukung Statistik  Sekioral Dokuman | Dokumen Dakuman
Dasrah
01| 2 | 01| DOOB | Pelsksanaan Pengumpulan Data Statistix | Jumiah Data Statistk Sekioral Dasrah yang 4 Data 5 Dals & Data 100% & Data & Dats 100%
Sautoral Dasreh Tedah Dikumpulkan dar Ojperices Linghup
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Targat Porkiraan Realisasi Capatan
. Target dan Realisas! Kinerja Program | e
nerjd Program dan Keluaran Kegiatan Kegiatan Targat Program /
Urusan | Bidang Urusan Pemarintahan . Capaisn SKPD Tahun 2025 Ronja | Kegistan Renstra SKPD
, ety Indikator Kinerja Program (outcome) / Program BKPD s/d Tahun 2026 |
Kode Daerah dan Program / Kegiatan / Sub TSub
Kegiatan Kegintan Kagiatan {outpul) (Renstry : bahaan Catatan
Tahun Targot | Realisasi | Realisasl (Tahun Realisosi Tingkat
2 3 4 5 [ "ﬁﬁ, % 8 D " I.,!i“’ i
o8 | o4 0z Administrasl  Keuangan Perangkat | Persontose Administrasi Keuangan yang 100% 100% 100% 1n0nY 100% 100% 100%
Durah Tertib, Akuntabel dan Tepal Wakiu o
06 [0 02 | 0001 | Penyediaan Gajl dan Tunmngan ASH Jumigh Orang yang Manerma Gail dan 57 Orang 57 Orang 57 Orang 1007
Turijangan ASN
08 | od [ Administrasi Kepegawaion Perangkat | Persentase Pengelolzan dan Palayanan 100% 100% 100% 100% 1005 100% 100%
Daarah Administrasl Kepsgawaian yang Topat
Waktu, Mutakhir dan Terdokumentas|
06 | ™ os | Dop2 wﬂﬂ Pakaian Dines besera | Jumish Paket Pakaian Dinas besarta Atibul | 1 Pakel 2 Paket 3 Pakel 3 Palkat 30 Pakaol | 30 Pakael 100%
ibijtHel 1ya Kelan
o8 | 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelayanan  Administras) 100%. 100% 100% 108% 100% 100% 100%
Umium T Saauai SOP i
0 | o1 06 | 0001 | Penysdisan  Kompanen Instalasi | Jumiah  Pakesl Komponen Instalasi | 2 Pakel 3 Pakint 4 Pakel 100% Z Pakal 2 Pakat 100%
Listris/PenemnganBangunan Kanlor Listrik/Fenarangan Bangunan Kanlor yang
Disediakan
06 | 0% 06 | 0002 | Panyediasn Paraklalan dan Perlengkapan | Jumiah Pake! Pemislan dan Perlangkapan 12 Paket 13 Paknt 14 Pakel 100% 30 Pakast | 30 Pakant 160%,
Kantor Hanlor yarg Dsed)akan
a8 | o1 06 | 0003 | Penyediaan Paralatan Ruman Tangga duminh Poke! Pemaialan Rumah Tangpa Z Paket 2 Pakst 2 Pakal 100%, 2 Pake 2 Pakmi 100%
yang Disedigkarn -
oo 08 | DUDS | Ponyodiaan Barang Catakan dan | Jumiah  Pakal Barang Colakan dan 20 Pkt 20 FPakat 20 Pakst 100%; 20 Pakst 20 Pakal 100%
.| Penggandaan Penggancaan yang Disadiakan
a6 | ot 06 | (06 | Panyediaan Bahan Bacaan dan Paralursn | Jumiah  Dokuomsn Bahan Bacaan dan | 12 Dokumen 12 12 100% 12 Dokurman 12 1003
Perundang-undangan Peraluran  Perundang-Undangan  vang Dokumen | Dakuman Diokurmen
Dinmdiakan
of | DY U5 | 0008 | Panyeiarggarasn Rapat Koordinam dan | Jumian Laporan Punyelenggsraan Rapat | 70 Laparan P 72 100% 85 Laporan &5 100%
KonsultasiSKPD Koord|nas| dan Monsultas SKPD Laparan Laparan f
of | 0 or Pongadaan Barang Milik Daerah | Parsentase Realisasi Pengadaan Barang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penunjang Urusan Pomerintah Daerah Miiik deorah yang sesual dengan yang
= direncanakan
08 | 01 T | 0ODS | P n Mabal Jumlah Pakat Mabet yang Disadiakan 35 Unil 24 Pakel 19 Pakal 79, 16% A5 Unit 35 Unit 100%
M | M 07 | n00d | Pengadsan Paralatan dan Mesin Lainnya | Jumish Unlt Paraislan dan Mesin Lalnmya 5 Unit 31 Ling § Unit 16, 13% 5 Unit 5 Limit T00%
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e
Torpet Target dan Realisasi K Program | Tavifian Ruies! Oanslon
Urusan | Bidang Urusan Pemerintahan : _ . Capalan Tahun 2025 Renja Keglatan Renstra SKPD
Indikator Kinerja Program (outcome)/ |  Program .
Koda Dagrah dan Program | Keglatan / Sub Kogiatan | Sub Keglstan (output) (antatrn SkPD | sdTahun2026 >
Tahun Target | Realisasi | Reaiisasi | (PINS | Rostisasi | Tingkat
i S LD gy | Sepeew | ot
- T=(77B)10 | 10={(10/5)"1
1 2 3 4 5 L] [ L 9 00 1"
yareg Cheedialan
01| 2 | O7 | OO0S | Pengadsan Gedung  Kantor  atau | dumiah Unil Gadung Kantor alau Bangunan 1 Linit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 1%
Bangunan Lalnnya Lainnya yang Disadiskan
oi | 2 | oa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Porsentase Jasa Penunjang Urusan 100% 100%, 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan Daerah Pamerintahan Daerah yang di Fasilitas)/
Disadiakan
D1 | 2 | 08 | DOOY | Penyediaan Jesa Surst Menyural Jumlah  Laporan Penyediasn Jasa Sumst | 24 Lapomn .Y 24 100% 24 Lapodan 4 100%
Marnyural _Llaporan | Lapomn L sparmn — =
01| 2 (08 | 0002 | Penyedisan Jass Komunkasi, Sumber | Jumish  Laporan Penyadinan.  Jesa | 48 Laporan 48 48 100% 48 Lsporan 48 100%
Daya Alr danl iskrik Komunikasi, Sumbar Davan Alr dan Lisirik Laporan Lapitan Laposan
yang Disadiakan
01| 2 | 08| 0002 | Penyediaarn Jasa  Peralatan  dan | Jumiah Laporan Panyadizan Jaka Pemltan | 24 Laporan 24 24 100% 24 Laparan 24 V0%
Parengkapan Kantor dan Parfengkapan Kanlor yang Disedukan Laporan Laparan Laporan
0 | 2 | 0B | 0O04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum | Jumiah  Lsporan  Penyadasan  Jes= | 4B Laparan 48 48 100% 48 Lapimn | 48 Lapimn 160%%
Kanlos -~ Patayanan Umum Kantor Disadiakan Laporan Laporsn
m|2|m Pomoliharaan Barang Millk Dasrah | Persentase il yang dipallhara dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penunjang  Urusan  Pemerintahan | berfungsi sesuai Kondisi Standar
Diaarah
01 | 2 | 09 | 0001 | Penymdiaan Jesa Pemelihamman, Biaya | Jumiah Wendaraan Pemangan Dinas aiau 55 Unit &7 Unit 36 Unil 76,80% B5 Uil 56 Lnit T00%
Pemalharsandan  Pajak  Kendarssn | Kendaraen Dinas Jabatan yang Dipelihara
Pemorangan Dines atouRendarsan Oinas | dan dibayaran Pajakiga
Jabistan
0% | 2 | 03 | DODB | Pemsehharaan Paralglan dan  Mesn | Jumiah Wendaraan Perorangan Dinas atau 35 Unit AH Lindt 45 Unit 93, 75% 35 Unit 35 Unit 100%
Lainnyin Kandarsan Dings Jabalan yang Dipelihara
dan dibayaruen Pajaknya
01 | 2 | 08 | 0008 | Pemeliharear/Rehabliias) Gedung Kantor | Jumiah Gedung Kanlor dan  Bangunan 2 Unit 1 Unit 1 Unil 100% 2Unit 2Unk 100%
danBangunan Lain Lary ihara/Dlirehabdlliias)
2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang Berkontribusl 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%,
dalam Prosas Penanganan PPKS 4
oz | 2 |02 Pangembangan _ Potensi _ Sumber | Jumiash PPKS yang Berpartisipasl dalam 100% 100%
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BerAKHLAK 27885
; Urusan | Bidang Urusan Pemarintahan l ,
Koglatan Kagiatan ! Sub (output)

2

E]

Kesgjahtorgan  Sosial  Daerah
Kabupsian/Mela

Panyslenggaraan Kesojahterasan Soaial

Koordings| dan Sinkronisas: Penerbitan
fzim Lindian Gratis Berhadiah  dan
Pengumpulan Ueng alay Barang

Jumiah Dokumen Hasil Koordinssi dan
Sinkmonisasl Panerbitan lzin Undlan Gratis
Bernadiah dan Pengumpalan Uang atau
Barmang

Kabupaten/Kota

0o

Jumiah PPKS yang Berpartisipasi daiam
Penyelenggaraan Kessjahtoraan Soslal

Paningkatan Kemampuan Fotansi Pekena
Sosial Masyarakal Kewsnhangan
Kabu

Jumian  Orang Mendapal Paningkotan
Hapasitas Pekeja Sosinl  Masyarakal
Kewsnangan Kabupalen/Kota

a2

03

ooo2

‘abupaten/Kota

Paninghatan ~ Kemampuan  Polens)
Tenaga Hesefahieman Sodial Kecamatan
Kewsnangan Kahupsinniote

o

03

Peainpkatan Kemampuan Polans|
Sumbarkaseahtaraan Sosial
Kelembagean  MasysrakatKewanongan
Kabupatan/Kiota

03

oo

| Kabupaten/Kota

Jumlah  Tenaga jﬂhuﬁmn Sopal
Kecamatan Wewsnangan Kabupalen/Kols
wang Meningkat Kapasilasnyn Kewwnangan

Jumian Lembaga Kesejshieraan Sosiml yang
Meningkal  Kapasilaanya  Hewsnangan
KabupatenWota

Fasiliasi Fembgnan Penghargaan dan
SantunanSosial bag: Warakawurl
Keluarge Pahlawan  Nasionsl, Perntis
Kamardekaan, dan Janda Duda
ParinisKemerdakaan

Jumiah  Wamkawur/Keluargs  Pahilawan,
Parinlis Kemerdekaar, dan Janda Duds
Periclls Kememdekaan yang mamperclsh
penghargaan dan santuran sesis)

08

Lt ]

Fanganalan, Pananaman dan
Panghaystan Milai-MilalKapahlawenan,
Keperintizan, Kosatiakawanan
danRasloras| Sosal

Jdumlah  Orang yang Mengikul  dan
Mendepatkan Penganaish, Penanaman, dan
Penghayatnn  Nilakhiiai  Kepahlawanan,
Keapanini|san, Keseligkawanan dan
Restoras Sosal

03

o4

Paninghatan Hemampuan Polens) Sumbaer

Jumiah Penyuluh Sosial, Penyulul Sosial
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bangga KM
BnrAKHLAK’ .#rmm:-vnm L ) Z
e —— bangso % /q__a}\uu i
il
Y 1Y L_“_'H
- TR . Targat mmﬁqﬂm
arget Target dan Realisasi Kinarja Program |
Kineria | program dan Keluaran Kegiatan |  Kagatan Targot Program /
_ Urusan | Bidang Urusan Pemerintahan | 0 . SKPD Tahun 2025 Renja | Kegiatan Rensira SKPD
araly dan Program | Keglatan | Sub el Progim (ouome) Fgen e SKPD | widTahun2026 |
Kode Duwrah ¢ /i Kegiatan / Sub Kegiatan (output) (Renstr
Tahun Targat Realisasl | Realisasi St Realisasi Tingkat
2027) 1%) nm"’-'-“ Capaian | capaian (%)
1 2 3 4 5 s 0 8 s “‘“,;m"' 1
Kosgjshleraan  Sosial  Paerseorangan | Masyarekal, Pekerja Sosial, Pedera Sosial
Kawenangan KabupstanKota Masyarakal danfolau Tenags Keasjahleman
Sosiel  Kecamatan yang  Maningkat
- Kapesiasnya
1 06 | o4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Porsentasa PPHS yang Memperolsh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rehabilllas Sesial Dasar sesual Standar
1 06 |04 | 2 | D1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang | Persentass PPKS SPM yang lerpenuhi 100% 100% 100% 100%: 100% 100% 100%
Disabilitas Terlantar, Anak Terantsr, | Kebutuhan Dasamya
Lanjut UslaTerlantar, serta
Gelandangan Pengomis di Luar Pantl
1 08 | M | 2 [ 0 [ ODD1 | Penyadizan Permakanan Jumiah  Omang yang  Mendapatkan | 4,850 Orang 1730 4 950 Orang 4.950 100%
Pamanuhan Kebuluhan Parmakanan Sesual Orang Omng
dengan Standar Gizi Minimal Kewsnangan
KatupatenKota I
1 08 | 04 | 2 | 01 | 0002 | Panysdiaan Sandang Jumiah Omang yang Menatima Paka:an dan | 1865 Omng | 50 Orang 1865 Orang 1BES 100%
Helengkapan Lainwa yang Tersedia dalam Orang
1 Tahun Kewenangan Kabupalan/Kota
1 06 |04 [ 2 [ 01 | 0003 | Panyadiaan Alal Bantu Jumiah Orang yeng Mendapatcan Alat 63 Oraing &3 Crang 83 Orang 100%
Bantu dan Alef Banly Peraga Sesuni
kebuluhan Kewsnangan Habupaten/Kota =
1 06 |04 | 2 |01 | O0D4 | Pambenan Prigyannn Reunifikas! | Jumish Oreng yang  Mendapatkan 21 Orang 21 Orang 21 Orang 100%
Kolusrga Palayanan Reunifikasi Kakusrgn
- Mewanangan Kebupatan/Keln
1 08 | 04 | 2 | 01 | D0OS | Pemberian Bimbingan Fisk.  Menlal, | Jumiih Pesetta Bimbingan Fisik, Mental, 10 Orang 10 Crang 10 Orang 1005
Spiritual, danSoskl Epirilusl  dan  Seals  Kewensangan
i — | Kabupatenola
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BerAKHLAK J& mei¥ion Ty
e T bangsa /‘ij.\-iiuu.
o
‘ry’[.  Target dan Realisasi Kinarja bt wcaif mwm
Urusan { Bidang Urusan Pemerintahan | o o it Capaian SKPD Tahun 2025 Renja Kegiatan Renstra SKPD
Kegiatan - caitne o 'm m tahun | poricaan | Porkirasn | CRAAN
Tahun | Taget | Reallsasi | Realisasi | PRINAR | Realisasi | Tingkat
2027) %) 2028) Capaian | capaisn {%)
2 3 s 5 s | TOWW 8 § | ™EEN
06 01 | 0006 | Pembanan  Bimbingan Sostal kepsda | Jumish Pesarta Bimbingan Sesial kepada 90 Orang 1.000 a0 Owang 50 Crang 160%
Kaluarga Fanyandang Disabilitas | Keluarga Penyandang Disabiitas Tedantar, Orang
Terlantar, Anak Terantar, Lamjut Usia | Anal Teriantar, Lanjul Usia Tardantar, sera
Tarlantar, serta Gelandangan Pengemls | Gelandangan Pengemis dan Masyarakal
dan Masyvarakasi Hawenangan Kabupaten/Kota
i 01 | bOOR | Pembenan Akses ke Layanan Pendidikan | Jumiah Orang yang Mandapalkan Akses ke &7 Crang 67 Crang 100%
dan Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan Kesshatan Dasar
Kewsnangan Kabupaten/Kota
(i) 01 | DOOE | Pemberian Luyanen Dals dan Pengaduan | Jumiah Orang yang Mendeoatkan Layanan 140 Orang | 140 Orang 100%
Data dan  Pengadusn  Kewsanahgan
Kabupaten¥oln
] 01 | 0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan Jumian  Orang  yang  Mendapatkan 20 orang 20 orang 100%
Palayanan  Kedsruratan — Kewsnangan
KabupatariKota
06 01 [ 001% | Pembean  Pelayanan  Pensiusuran | Jursiah  Orang  yang  Mendapatkan 2 Crang 3 Ormng 100%
Kelummgm Palayanan Panalysuran Kaluaraa
Kawenangan Kabupalenols
06 01 | 0042 | Pembaerian Layanan Rujukan Jumiah Ormang Mendapatian L ayanan 105 orang | 105 arang 100%,
Rujukan Kewsnangan Kabupaien/Kola
("] 01 | 0074 | Faniltasi Pambatan Dokuman | Jumilah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan 18 Drang 18 Drang 100%
Hependudikan bagiPemmndang | Pembuatan Dokumen Mependudulan bagl
Disahilltas Tedantar, Anak TerantarLanil | Penyandang Disshiltes Tedanlar, Anzk
Usie Terantar, Gelandangsn dan | Terdanlar, Lanjut Lislz Terantar,
PangamisKewanangan KabupatenMota Geiandangsn dan Pangemis Kswenangan
Kabupateniota I | —
(1] 01 | D017 | Penyediaan Perbekalan Kesshatnn Jumish ©Orang yang  Mendapalkan 12 Dvang 12 Qrang 10
Pemenunan Kabutuhan Parhakatan
Kesehaotan ol Luar Panrll Kewsnangan
Kabupatan/Kota
08 0z Rohabliltasi  Sosial  Penyandang | Persentase PPKS Mon SPM  yang 100% 100% 100%
Masalsh Kesajahieraan Sosial | | Mendapatikan Pelayanan dan Pembinaan
e —
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BerAKHLAK meldyan AN
—e o o bangao %, f;_:;-wi.u Ci
Py i J:I-L:I-!_h_.ﬂ
Target Target dan Realisasi Kinerja Program / ibachesizar, -
Kinerja Program dan Keluaren Koglatan Targot Program [
Urusan [ Bidang Urusan Pemarintshan Nt Kot Boras ioasanal} mm' SKPD Tahun 2025 Renja Kegiatan Renstra SKPD
Koda Daerah dan Program ! Keglatan | Sub Kegiatan | Sub Kegiatan (outeut (Refmtra SKPD | sdTahund020 | s
plrssal Vormet | Peelisesl | Rewinaet | Crlii (| TwReE | Yokl
2027) %) 2026, Capaian | capalan (%)
2 3 ‘ 5 6 7 iﬁi 0 8 2 1ﬂmlﬂm JdT
Lainnya BukanMorban HNAIDS dan
NAPZA di Luar Pantl Sosial
08 | 04 01 | D017 | Karja Sama antar Lembags dan Kemitrasn | Jumian Dokumen Hasi Koordinas: dan Kera | 10 Dokuman 4 10 Delurmen 10 100%
daiamPelaksanasn  Rehabillasl  Sosial | Sama antar Lemibmga dun Kemitran dalem Dakumen Dokumsen
Habupstan/Kota Pedtakinanamn Rehabilitas| Sosinl
KatupatenKota
o6 | 08 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN | Porsentase Koluarga Miskin  yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
JAMIMAN SOSIAL Menerima  Pelayanan  Kesajahloraan
_Sosial
Persentase  Keluarga Miskin  yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Memperoleh Bantuan Sosial
66 | 05 (] Pamaliharaan Anak-Anak Tarantar Jumlati &nak Panti yong Mendapalikan | §10 Orang 510 Orang 511 100%
i Bantuan Orang
06 | 05 0% | 0007 | Panangkauan Anak-Anak Terdantar Junniah Anak-Anak Tedantar vang Dijangkay | 510 Omng | 610 0mang 510 0rang | 510 Orang 160%
- Kawrnangan Kabupaten/Mole
06 | 05 0z Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan | Jumlah PPKS yang Mendapatkan | 15000 15000 15000 100%
Dasrah Kabupaten/Kota Slﬁ:“ Perfindungan  dan  Jaminan Orang Orang Orang
e | 08 02 | 0001 | Pendataan Fakir Mumkin @ Cakupan | Juminh Fakir  Miskin Cakupan Dasrah 15000 600 Crang 16000 16000 100
DaarzhiKabupatan/Kols Kabupatentota yang Didata Orang Orang Orang
QB | 05 02 | DO02 | Pengeloloan Data Fakir Miskin Cakupan | Jumiah  Kelusrge yang  Mandapalkan
Baarah Kabupaten/Kols Pungantasan Fakir Miskin KabupateniKola
D8 | D5 G2 | DO | Fasilitasi Banluan Pangembangan | Jumiah Orang Maendapatkan Bantuan | 120 Orang
EkonomiMesyarakal Fangembangan  Fhonomi  Masyarakat
an Kabupaten/Koia
05 | 05 U2 | U006 | Fesiilasi Bantuan Spsial Kesejshterasn | Jumizh Penerima  Manfssi (PM) yang 15000
Keluarga Mandapatkan Bantuan Scsial Keselahtaraan Crang Orang Crang
Kaluargs Kewanangan Kabupaten/Kota
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BerAKHLAK o298, ¢ 25
———— e bangsa g COMAIL
Target Target dan Realisasi Kinerja Program /
Kods Md:m Program | Keglatan / Sub mh:'ummwf Program St b
negen A e Skpo Tingkat | tahun
2027) %) ‘30261
2 3 4 5 & ﬂ?w B
D | 06 | 2 | 02 | 0003 | FasiMas! Banlusn Sosisl Keselahlersan | Jumiah Keluarga: Penanma Manfaal (KPM) 5000
Kelusrmgs yang Mendapatkan  Banluan  Soslal Kaluarga
Kesajnhteragn  Keluarge  Kewsnangan
Kabupaten/Kots
B | 06| 2 | 02 | 0008 | Pengelotsan Data Fakr Miskin Cakupan | Jumish Usulan Panindakisyakan, Usulan 12 Usutan 12 Uisiilan 12 Lizulan 100%
Dperahiabupaton/ioln yang Taferfikas! dan Tarvaldas, dan
Ligiiimn Perbaikan yanyg dilakoanakan
06 (05 | 2 | 02 | 0004 | Fasiitas Banwan  Pengembangan | Jumlah Oreng  Mendapatkan  Bantuan 1.3m
Ekonomi Masyarakat Pengembangon ~ Ekonomi  Masyarakal Cmng
Kewsnangan Kabupaten/Kota
06 | 0B PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Keluarga Miskin  yang 100% 100% 100% 100% 100% 1 100%
06 |06 | 2 | 01 Porlindungan Sosial Korban Bencana Beparstok untuk Keluargs | 20 Pakol Z0Pakal | 20 Pakel 100%
Alam dan Sosial Kabugaten/Kota Korban Bencana
DB | 06 | 2 | 01 | DOD1 | Penyeduan Makanan dumiah’  Qfang  yang  Mendapatkan | 5000 Orang | 100 Orang S000 Orang £000 100%
Farmakanan 3«1 Harl dalam Masa Tanggap Qrmng
Darurad (Pengungsian) Kawenangan
Kabupaten/Kota
06 |06 | 2 | 01 | 00G2 | Penyadizan Sandang Jumiah Cvang yang Mendapalkan Pakaian | 1000 Orang | 100 Orang 1000 kg 1000 100%
dan Kelengrapan Lainmya yang Tersedie Orang
pada Masa Tanggap Darural (Pongungsian)
dan  Pasga  Benrana Kewanangan
Kabui ola
06 | 06 | 2 | 01 | 0004 | Penanganan Khusus bagl Kelompok | Jumiah Orang yang  Mendapatkan 36 Orang 30 Orang 30 Orang 100%
Ranlan Penanganan Khisus bagl Kalompok Rentan
Kewengngan Kabupaten/Kota
08 | 08 | 2 | 07 | ODOS | Pelayanan Dukungan Psikososial Jumish Korban Bancona yeng Mendapatkan 50 Crang &0 Orang 50 Crang 100%
Layanan Bukungan Paikogoa:sl
Rewanangan Kabupaten/Kota .
06 | 06| 2 | 01| 0067 | Panyediaan Tempot  Ponampungan | Jumiah Tempal Pengungsian Kewanangsn 1 Tempot 1 Temgpel 1 Tempat 100%
Pangungnl Kabl ki
e —

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, P3AP2KEB Kab. Tabalong

24




y 1.!_.!-&—' ‘
s B e % 3
BerAKHLAK .tmﬂ"mrﬂm ik
] / EviAITI
iy
T Target Perkiraan Realisasi Capalan
Target ~ Target dan Realisasi Kinerja Program /
m:mmm mmmmmr -_mm‘ mmm ) Ranja mwm
Tahun | Target | Realisasi | Reaiisasi | TONMY | Reslisasi | Tingkat
2021) %) 2028) Capaian | capaian (%)
: , T={7/81 10 : . 10=(105)1 .
2 3 4 -1 1 8 a 9 a0 11
08 |06 | 2 | 62 Ponyelenggaraan Pemberdayaan | Jumlah jiws terdampak bencana yang 50 Jhwa 80 Jhwvsi 100%
Manyarakat m“w mendapathan baniuan (Bencans Banjir
ff |08 | 2 | 02 | 0001 | Koordinasi, Sosialsasi dan Pelaksanasn | Jumiah Kampung yang Malaksanakan | 3 Kampung 3 3 Kampung -] 100%
KampungSiegs Bencana KRoordinas, Soslalisasi dan Pelaksanaan Kampurng Kampung
Kampung Siagn Bencana Kewsnangan
Kabupateniots
D6 | 05 | 2 | 02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan | Jumlah Crang  yang  Muolaksanakan | 25 Orang 30 Orang 25 Orang 25 Orang 100%
Tamna SiagaBencana Koordinasi, Sosiplisasi dan Psiaksanaan
Taruna Siags Bencana Kewenangan
Kabupaten/iola
DE | 0& | 2 | 02 | 0O03 | Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna | Jumlah Relawan Taruna Siags Bencsna 0 Crang 100%
SlagaBencana Tinghkal Muda Tinghs! Musia yano Maningkal Kapasilasnys
DG |08 | 2 | 02 | D005 | Fasitasi Kampung Siega Bencana dam | Jumiah kampung siaga bencana dan dDesa 100%,
Lumbung Sosisl bag masyarakal di | lumbung sosial yang difasiitasi Kelurahan
wilayah rawsn bencara —
D6 | 06 | 2 | 02 | 0007 | Fasifitasi Bantuan Langsung Berupa Uang | Jumiah Korban Bencana yang mendapatkan 50 100%
Tunai bagiKaroan Bencana Bantuan Langsung Benupa Usng Tunea Keluprga
DE |06 | 2 | 02 | DOOB | Sceialisas: den Edukasi penanggulangen | Jumlah Anak Usia Sekolah vamg 250 Orang 100%
Bancanapada Anak Usin Sokolzh Mandmpatikan Edukasi  penangguiangan
o = = Bancana pada lokas| resvan bancana
0E | OT PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN mm,mm 100%; 100%
MAKAM PAHLAWAN dalem Proses Penangsn PPKS
o6 o7 | 2 [ 1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | Jumlah Taman Makam  Pahlawan 2 Makam 100%
- Nasional Kabupaten/Kota Nasional Kabupatsn/Kota ,
O | OF | 2 | 01 | o002 | Pamelharean Taman Makam Pahlawan | Jurnlah Makam yang Terpanuhi 2 Ma=zam 100%
Nasional KabupateniCota Pamalinarsnnys  pada Taman Makam
Pahlawan Kabupaten/HKotn
URUSAN PEMERINTAHAN WalJia
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANANDASAR
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Targot Targel dan Roalisas! Kinerja P;grnﬂn“r WMM%
Kinorje Program dan Keluaran Kegistan |  Keglatan Target Program |
g : : ; Indikatar Kinerja Program |oulcome) / Program :
Kode Rmets i Fromemn / Kegistert ) S0h Keglatan| b Fogiatnn (osoet (Renstra SKPD :
2027) (%) _'m Capalan | capaian (%)
2 3 4 5 8 bt 8 8 'ﬁﬁ" 1
2 |08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DANPERLINDUNGAN ANAK
2 oa | 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN | Parsantase Anggaran Responsif Gender MYy 0% 64.32% 100%: 28% 20% 100%
GENDER DAN PEMBERDAYAAN | (ARG)
PEREMPUAN Porsentase Perempuan yang ditingkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keterampilan
2 o | 02 o Pelembagaan Pengarusutamaan | Jumlash SKPD yang Melaksanakan | 38 SKPD 42 3KPD | 41 SKPD 100%: 38 SKFD 18 B(FD 100%
Gonder (PUG) pada Lembaga | Responsif Gender
Pamarintah
KewenanganKabupatun/Kola -
2 0a | 02 01 | DOOR | Advokasi Hebijakan dan Pandampingan | Jumlah SDM yangmemparolah advokasi T0Orang | 140 Orano 6%
Peryaienggaman PUG  kewsanangen | Kebijakan dan Pondampingan
Kittknta Fanyeienggaraan FUG
2 0B | 02 01 | 8011 | Pandampingan Penyelanggaraan PUG | jumlah OPDkaluvkols yang mendapatkan 1 Lembaga E7] 100%
Kawanangan Kabupaten/Kola PN A rgEn Lami
2 ga | o2 01 | 0015 | Advokasi dan wosialisas| twrkail | Jumlah pemangku kepentingan tingkal | 81 Lembaga
penyelenggaraan  PUG  kewenangan | Kab/Kota yang mendapatkan asdvokasl dan
Kab/Koin sosiaimasi (lembaga pamedntah dan nan
pamatinlah) tevkail panyelenggaraan PUG
Kowanangan Kab/Kota
2 08 | 02 [iF] Pemberdayaan Perempuan Bidang | Jumlah Angkatan Kerja Perempuan yang | 100 Orang - - - 100 Orang 100 100%
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi | Mondapatkan Advokasi Orang
paida Organ
Kawenangan Kabupaten/Hota
2 o8 | 02 02 | 0001 | Soslaliaas Peningkntan Partisipasi | Jumiah  Dokumen  Hasil  Sosielisas 3 3 100%:
Perempuan o Bidang Pofiik, Hukum, | Peningkatan Parisipasi Porampuan o Dokumen | Doxiimen
Soslal dan Ekonom| Bldang Polllik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Kabupaten/ota
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Urusan ! Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program | Kegistan / Sub
Keglatan

Indikator Kinerja Program (outcome) |
Keglatan / Sub Kegiatan (output)

3

wmu Kabijskan dan Pendampingan
Peningkatan Parlisipas) Perempuan dan
Politik, Hukum, Sos(al dan Ekonomi

Jumiah  Orgarsasr  Masyvaraksl  yang
Mendapat Advokasl dan Pendampingan
Kabizkan Paningeatin Partisipasi
Parampuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonoml Keworangar Kebupaten/Kota

02

0o

Acvomas) Metlskan dan Pendampingsn
Peningkatan Padisipasi Perempuan dalam
Politik, Hukum, Sosial dan Ekongmil

Jumizh organizasi kemasyarakatan/ profesi
dunla ussha/ media yg diadvokasl gan
didamping! dalam rangke peringhatan
partisipasl parampuan di  bidang politik,
hukum, soslal dan akonomi

i}

Sosilisas) Peninglatan  Partisipaes:
Parempuan o Bidang Palitk, Hukum,
Sosial dan  Ekonoml  Kewsanangan
Kt patanMots

jmilah S0M  lembaga  masvarakat dan
permmpuan yang mendepatkan sosilisasi
fentang pemberdoyasn perempuan bidang
palitik, hukum, sasial, skanaml

a2

0o

Bimbingan leknis dan pendamaingan SOM
pembardayean parempuan d bldang
pafitik, atau hukum, atau sosal, dan alay
akonom Kewanangan KabKola

Jumiah SDM organisasi kemasyamkatan,
persmpaan potensial, perempuan penyinias
kakmwasan dan slay rantan lminnye yang
mendspatkan  bimbingan  leknis  dan
PandEnpInGan

- |8

0013

“Advolasl dan sosialisasi pemberdaynan

porampunn di bdeng  politk,  hukom,
somigl, danalay  ekonomi  Kewenangan

Kab/Kots

Jumlah  lambags  masyaraks!  dap
pamarintal  fingkal  Kab/MKpta  yang
mandapatkan advokasi dan sosialisas)

N

Parsentase Koordinasl dan Kolaborami

Qog2

Paningkatan Kapasitos Sumbar Daya
Lambaga Panyadia Layanan
Pemberdayaan Peempuan Kewsnangan
Kabupatan/Kola

| Mandapat Peningkntan Knpasias

dJumiah sumber Raya Lambaga Penyadis
Layanan  Pemberdaysan Piarmmipian
Henwaniangan Katupatenota yang

n
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Daarah dan Program | Kegiatan | Sub
Keglatan

Indikator Kinerja Program {outcome) /
Kegiatan | Sub Koglatan (output)

fi

iy

: éiiiﬁﬁ

03

Pangambangan Komunikes),  Informasi
dan  Edukasl (KIE} Pemberdayaan
Perampuan Kawaningan KabupatanWeata

Jumiah Dokumen Komunikasi Informesi dan
Edukasi [KIE} Pembardayssn Perampuan
Kowanangan Kahupaten/Kota yang

02

o3

0O

paEndampngan

panguatan dan
pangambangsn lambage penyRdia
layanan

BymEMN  paremplan
kewanangan KabupatoriKola

Tereadia
lembaga  panyvedia

jumilah l&yanan
pErempLEn

pemberdayaan yang

mendapalkan pendamplngan

2

0008

penguatan  kerjasama  antar  |lembaga
panyedia IayEnan pambardayasn

Jumiah kerfasama antar lembaga panyedia
layanan pamberdayasn parempLan

o2

03

0013

prrampuan kewenangan Kabupaten/Hota
Advokisi dan sosialisasl panguatan dan
pangembangan  lembags  penyodia
ayanan  pamberdayman  perempusn
Kewenangan Kab/Kola

Jumlah lembaga  penyedis layanan
pamberdayean perampuan lingks! Kab/Kola
yang mandapatkan advokasi dan sosialiaas)
(lambaga pemarintsh dan non pemerinish)

5 Lambaga

-Eﬁmf

03

o4

Keqasama antar  iembaga  peryedia
[ayanan MG Sy aaEn pErampLan
rewsnangan KabiKola

Jumiah kerasama anlar embagn panyedin
layanan pembarcayasn parampuan

| Dokimen

PROGRAM PERLINDUNGAM
PEREMPUAN

Parsentase Perempuan Horbian
Kekerasan dan TPPO yang Mondapatkan

L]

Pencegahan  Kekerasan Tidndlp
Parempuan Lingkup
HKabupaten/Kota

Dolcomasn

100%

Dakumin

100%

100%

1

100% 100%

diselesaikan dengan Perjanjian Bsrsama

01

0o

Hoordinas| dan Sinkronisas| Palaksanaan
Hebijakan, Program dan  Kegiatan
Pancegalan Kaharisan terhadap
Parsmpian Lirgup Daarsh
Kabupatan/Kots

Jumiah Dokumen Hasll Koordinas dan
Sinkronisasl  Pelaksanaan  Kebjskan,
Program  dan  Kegiatan  Pencegahan
Kaskarasan Tarhadsp Parempuan
Kawanangan Kabupaten/Kota

(i1 ]

03

L

Kaorjgsama parz pihak dslam pencegahan
KIF Kewanangan Kabupatenitota

Jurmilah Ketasama para plhak daiam

pEncecatian KiP Haiwe
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Kagiatan

Indikator Kinerjs Program (outcoma) /
Kegiatan | Sub Kegiatan (output)

2

Kabupatan/Kota

o1

Advosissl dan  sos@Alisasi  panoegahan
Kekerasan lerhadap Persmpuan (KIF) dan
Tindak Pidana Perdagangan Ormang
(TPPO} kepada pengambil kebijakan dan
pamangku  kepentingen  Kewensngan
Kab/Kola

Jumiah Weglatan advokas! dan sos:alisas
pancegahan Keksrasan mrhadap
Ferampusn (KIF) dan  Tindsk Pidsna

Perdagangan  Ormang  (TPPDY) tirghet
Kabikota, dan masyarakal

Persontase Petugas Layanan yang telah
penanganan
perempian Korban

00

Adviomazl Habijakan dan Pendampingan
Penyediaan Sargna Prasarana Layanan
bagi Pammpuan Horban Kokorssan
Kawenangan KabupaterFotn

Jumiah Dokumen Hasil Advokasi Kabijakan
dan Pendampingan Fenyedaan Samang
Prasarana Layanan bagl Parampusan Korban
Kakerasan Kewanangsn Kehupalan/Kota

08

o3

03

ooy

pendampingan panguatan dan
pangembangan  Lembsga Fenyedin
Layanan Parindungan Perempuan
Kewanangan Kabupalen/Kols

jomiat  lembaga penyedia  Layanon
Parfindungan  Pammpuan yang
mandapatkan pendampingan

oo13

Advpkas dan sosalizss) Poanpuatan dan
pangembangan lambaga penyedia
fymrEmEn Paringdungan Porsmpuan
Kewenangan Kab/Kota

Jurmiah  Lembags Penyedia Lavenen
Parlindungan Perempuan  fingkat KabMoln
(immbags pemarntah dan non pameriniah)
yang mandapatian advohasi dan sosialisasi

PROGRAM PENINGKATAN KLUALITAS
KELUARGA

Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang
Berparspektif Gender dan Hak Anak
sosuni Standar

o1

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewijudkan Hesstarasn Gender [KG)
dan  HakAnak  Tingkat  Dasrah
Kabupaten/Hota

Persentase Keluargas Sasaran yang
Mengikutl Kegiatan Peningkatan Hualitas
Keluarga

100%

100%

100%

100%

100%
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Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Keglatan | Sub | "uator Kineria Program (outcome)

| 0002 | Pelaksanasn Komunikasl, Informasi dan | Jumlah Komunikasi, Informus), Edukesi 1 i
Edukasi KG dan Pesdindungan Anak bagi | (KIE) Kesstaman Gendat [KG] dan Dokiumen Dokurrazn

Keluarga Kewenangan Kabupalen/Hota Parlindurgan Anak b Heluarga

w-ngan Kalbwpatan/Kola yung
praadlia

2 100%
n Dokuman

0003 | Pengembangan Kegistan Masysmkat | Jumish Dokumen Hasll Pangembangan
unluk Peningkatan Kualitos Kelugrga | Keglatan Masyarskal untuk  Peningkatan
Kewesnangan KabupalenKola Kualitas Keiuarga Kewanangan

Kabupalen/Kota

.

0006 | Advoknsi dan  sosializsasi  peningkatan | Jumiah pengambil kebijakan dan pemangku 10 Crang 10 Grang 10 Orang 100%
kupltas kelusrge kopada pengambll | kopenlingan yang meandapalkan Advokasi
kabljakan dan pemangky kepantingan | den  sesiallEasl  peningkatan  kualitas
Kaweanangan Pronvinsd dan  Lintas | kaluarmga Kewanangan Kabupatsn/Kola
KabupstenMotalen/kola, sesual dengan
kabijakan pembangunan dastsh  yeng
difatapkan oleh pemenniah.

00a7 | manltoring avaluasi dan pelaporan dalam | proses peramusan kebiakan  yeng | 1 Dokumen 1 Dokirman 1 100
peningkatan  kualiins kaluargs  untuk | terintegrasi dan berbasis  detas  uniuk Dokumsn
Mawujudkan KG dan Parindungan Anak | meningkatkan  dimensi-dimens]  kuallias
Kawanangan fabupaten/itotn kpluarge, termasuk  legalifas, Ketahanan
fisik, wconomi, spsial psikologls, dan sosial
budaya, guna mensEmin lercapainya
kasatlaraan gander dan pedindungan hak
anak di Ungksl kabupalenfiols, eesual
dongan  kehijakan pambangunan  daseah
yang ditetapksn oleh pemarirdah.

Penguatan dan Pangembangan | Persentase lombaga penyedia layanan 100% 100%: 100% 100% 100% 100% 100%
Penyadia Layanan | peningkatan  kualltas kelurga yang

Peningkatan KualtasKoluarga dalam | memenuhi standar layanan

Mewujudkan KG dan Hak Anak yang

Wilayah Kerjanya datam
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Urusan | Bidang Urusan Pamerintaban
Dagrah dan Program / Keglatan / Sub
Kngiatan

2

DagrahKabupaten/Hota

[

oo62

Perunglatan  Rapasdtas Sumbar  Daya
Lambaga Penyvedia Layenen Peningkatan
Kualtas Heluargs Tingket Damrah
Kabupaten/Hola

Jumiah sumberdays Lembagn Panysdia
Livyaniin  Paningkalan Kualifas Heluaiga
yeng mendapal Peningkatan  Kapasites
Kaluamga Kewenangan Kabupaten/Koin

0z

ooy

paningkatan kapasitas | ambaga Panyadia
Layanan Peninglatan Kualilas Keluarga
Kowanangan Kabupatan/Kola

PROGRAM
DATA GENDER DAM ANAK

Jumiah Leambega Ponyedin Layanan
Penifgkatan  Kualitas Keluarga  yarg

| mendapatkan peningkstan kapasitas

Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan

100%

100%

Parsentase Pengumpulan,

Pengolahan
Analisls Penyajian Dota Gendar dan Anak
dalam Kelembagaan Data

a1

Qo

ta
Panyadisan Data Gender dan Anak di
Kiwerangan KabupatanMota

Jumiah Dokumen Data Gendar dan Anak
Katwpaten®ota yang Tersedis

g

1

Panyadiaan, Panyajian, den Pemanfaatan
Diata Gendar dan Anak KabupatonMota

Jumiah Dokumen Data Gendar dan Angk
Kabupaleniola yang Temsedis

100%

a1

Pooyadizgan, Penyajian, dan Pemanfaalon
Deita Gendor dan Anak Kab/Moln

Jumiah Dokumen Data Gender dan Anak
tingkat Kab/Kota yang Tersadia

o

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
{PHA)

Indoks Pemenuhan Hak Anak (PHA]

1
Dakumsn

o1

Pelembagann PHA pada Lsmbaga
Pamerintzh, Nonpemerintah, dan Dunia
UsahaKewsnangan Kabupaten/Kota

Parsontase Kecamatan Layak Anak

100%

100%
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Kegiatan / Sub Kegiatan {output)

fmmmm
Program
ﬂﬂ'ﬂ‘l"ﬂnnm

2

m

oo

Advokanl  Kebijskan den Pendampingan
Hak Anak pads Lembags Pemarintah,
Non Pemenntah, Madis dan Dunia Usaha
Kewsnangan Kabupalenola

Jumiah Organisasi  Pamenniah, MNon
Pamerinlah, Media dan Dunia Usaha yang
Mendapal  Advokas| Hebiakan  dan
Pandampingan Pamanuhan Hak Anak pada
Organisasi Pemgrintah. Mon Psmariniah,
Mesis dan Dunia Usaha

o

D003

Advokasi dan sosialisasi Pefaksanasn
Kabsigakan Pamenuhan Hek Anek poade
Lambags Pemarnizh, MNon Pemerntzh,
Mpediz den Dunie Usaha MKewanangan
Knibwupaten/Koln

Jumiah pemangku kepaningan  lngkal
kahupatenkotn yang mendapatian advakesi
dan sosisizesl Pelaksansan  Hebijakesn
Pamanunan Hak Andk pada Lembaga
Pemaerinlah, Non Pemesnntah, Medla dan

Dunia Ussha Kewsnangan Kabupaten/Hols

01

0oog

Bimoingan Tekne dan  Pendampingan
Pelgkeanaan Kabljaksn Pamenuhan Hak
Anak Kewenangan Kabupaten/ Kot

Jumiah SOM Perangkal Dwerah Hahiola
sana lembaga non pamesdntah, media dan
dunia ueaha kewenangan Kab/Koln yang
mendapatkan  bimbingan  leknis.  dan
pandampingan

* giﬂﬁﬁﬁi

240 Crang

T 10

Orparnisas

Lembaga Panyedia Layanan
Peningkatan  Kualitas  HidupAnak
Kewenangan

o8

[i[eE]

Pengembangan Komunikasl, Informas:
dan Edukasi Pemanuhan Hak Anak bagi
lembags Panyedia Loyanan Penrigkmisn
Kuaiitas: Hidup Anak Tingkat Dasrah
Kabupatern/Kola

Jumiah Dokumen Komunikas) Informas dan
Eduknsi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi
Lembage Penyedla Layanan Peningkatan
Kuafitas  Hiduip Anak  Hswanangan
Kabupaten/Kota

02

0004

Pengumsan  Jejanng antar  Lembaga
Fenyedia Layanan Peningkstan HKuslitas
Hidup Anak Tingat Daarah
Rabupatan'kota

Jumiah Dokumen Hasil Penguatsn Jejanng
Antar  Leambaga PFenyedis  Loyanon
Paningkatan  Kuailss  Hidup  Anak
Kawenangan KabugstanKota

204
Organisasi

100%

1009

100%

Dakurmian

Dokuman

1%

Bokumsn

Dokumen

100%

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, P3AP2KB Kab. Tabalong

Lad
{8 ]

ﬁiﬁsﬁ%

12 Lembaga

12
Lambaga

100%

100%

100%




BerAKHLAK 728,

Q

- .L-I"'\
/L'_,hn-hu i

M. .]h'l Pm” l'.ﬂqﬁnfm

2

(6

Paninghatan Kipasitas lembaga penyedia
layanan Paningkatan Kusilas Hidup Anak

Kawenangan Kabupatan/Kola

jumian SDM lembaga peryedia layanan
Paningkatan  Kualitas  Hidip  Ansk
Kewsnangan Kabupatan/Kota yEmng

174

Qo8

monitorng avales]  dan palapomn
panguatan dan pengembangan lambaga
penyedie layanan Peningkatan Kualias
Hidup Anak Kewsnangan Kabupaienfiota

mandanatian bimiak

jumlah  dokumen hasii  monilodng  dan
evaluasl penguatan dan  pengembangan
lembaga panyedia lgyanan  Peningkstan
Kualitns  Hidup  Anak  Kewsnangsn
Kabupaten/Kota

]

a2

noaz

Kerasama anter (emboga penyedla
Izyanan Paningiatan Kuslitas Hioup Anak
Kewena

o8

o013

Jumlah kerjasama antar lembegs panyeda
layanan Paningkatan Kualites Hidup Anak

HKawenangar KabfHola

- |esH{ii

240
Lembaga

Advokaal dan soslalisasl pangustan dan
pangemoangan lampaga  penyedia
loyanen Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kowenangan Kab/Kols

Juminh Lembaga flingkat Kabilola yang
mendapalkan  advokasi dan  sosialisas)
(lembaga pameariniah dan nen pamearimah|

12 Lambaga

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS

Indeks Porlindungan Khusus Anak

B8.8 Indeks

83,5

-h‘s—%&sziii

w=0E |

240 Orang

100%

1 Lapoean

83,8 Indeks

B3.6

100%

100%

100%

Indeks
100%

100%

100%

100%

100%

o1

or

i}

Advokss! dan pendampingan Parangicat
Casrah dalam pelaksanasn  kebijakan
Iprogram/ kegialan pancagahan KTA

Jumiah SDM yang memparoloh adwokas)
dian Pendampingdn dalam pelakssnaan
kabiaksn /program/ kegiatan pencegshan
KTA

ar

14

o0os

| Avokasi dan sosaiens pencagahan Kih

kepada  pengambil kebijskan  dan

pamangiu kepenlinganKewsarnangan

dan S04 =an pancogahan  KIA

Jumiah pengambi! kabijakan dan pemangku
Kepantingan yang mendspalksn Advokasi
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Target Targot dan Realisas| Kinarja _ f Perkiraan Realisasi Capaian
_“"'ﬂ‘ Program dan Keluaran Kegistan Kagiatan Program [
Urusan / Bidang Urusen Pemerintahan | 1o ucoicy Kinarja Progrom (outcome) ! |  Sreeraem SKPD Tahun 2025 Ronja | Kegiatan Rensira SKPD
Kodu Decrah dan Progrom / Keglatan / Sub Kegiatan | Sub Kegiatan (cutpat) {Ronatra BKPD : —==.
2027) (%) 2028) Capaian | capaian (%)
2 1 4 & e bt 5 8 “""i“!”" 1
Kabupaien/Kota ingkafiab/Kots
2 oa | o7 01 | 00%4 | Advokasi dan sosinlisasi  pencegahan | Jumlah kegintan advokas! dan sosiallsas) 1 Kegimtn
Kekarasan lerhadap Ansk (KiA) kopads A Kekerssan flerhadap Arak
pangambil  Kebllakan  dan  pemangkl | (KA} tnghst Kab/Kota dan masyarakal
kepentingan Kewsnangan Kab/Kots
2 o8 | 07 D3 Panguatan dan Pengembangan | Penguatan dan Pmmhumn lehlna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak | Penyedia Layanan bagl
yang Memariukan Parlindungan Khusus | Memorukan Fnﬂndunm m:un-
Tingkat Dasrah Ka ola
2 o5 | o7 U3 | D008 | Peningkalan kepasdas SDM lembsga | Jumieh SDOM Penyedis Leyenan yang 80 Orang | 90 Orang 100%,
panyodia  layanan poindungan  dan | lsdalih  dan mendapatkan sedifikal
penanganan bagl AMPK tngksl daomah | Perindungan dan Penanganan ANPK
i/
F 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENGENDALIAN PEMU"“ DUK DAN
KELUARGABERENC, -&
2 14 | 62 PROGRAM PENGENDALIAN | Porsaniase Kehamilan Tickak 10.2% 10,30%% 10.1% 98,05% 10,3% 10,3% 100%
PENDUDUK direncanakan (KTD)
Angka Kelahiran Remajs Umur 1519 | 14 Angka 148 18 14.4 Anghka 144 100%
Tlhu-l; [Apn Specific Fertility Rate/ASFR Angha Angha Angha
15-18
2 | 14 | 02 o1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan | Persentase Program Prioritas 100% 100% 100%: 100% 100% 100% 100%
Pemerintah Dasrah Provinsl dengan | Kabupaten/Kota yang mengacu pada
PamerintahDaerah Kabupaten/Kata | Program Prioritas Provinsi
dalam rangka Pongendallan Kusntitas
Penduduk
2 14 | 02 01 | QUOZ | Panyusunan can Pemanfastan Grand | Juminh  Dokumen  Penyusunan dan 2 2 100%
Design  Pambangunan  Kapenduduken | Pemanfastan Grand Design Pembangunan Dokumen | Dokumian
{GDPK) Tingkal Kabupalen/Kata Kependudukan (GOPK) Tinglnt
Kabupatsn/ola
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Urusan | Pemarintahan
Dagrah dan wmru

Indikator Kinerja Program [oulcama) /
Kegiatan / Sub Keglatan (output)

~—

2

14

a1

Advokasi, Sosialisasl den Fasilitasi
Pelskianaan Pendidikan Kepandudukan
Jalur Formal ol Sstuan  Pendidikan
Jenjang SDMI dan SLTPMTS, Jalur
Menformal dan Informal

Jumiah Satuan Pandidikan R
Mendapatken MAdvokasl, Sosialsas  dan
Famnil it Potakaanaan Pendidinan
Kapandudukan Jalyr Formal ¢ Satuan
Pandedikan Janang SOMI dan SLTPMTS,
dalur Nonlaimal dan informal

14

0z

G

poz3

Pelaksannzn Rapal Pengandalan

Program Bangga Kencana

Jumiah laporan  Rapal Pangenadalinn
Program Bangga Kencana {Pambangunan
Keluargs, Wependudukan, dan Kelusrga
Berancana)

14

4]

ooy

Agvokasl., Sogialisasl dan  Fasiitas
Pelakzanasn Pandidikan Kepancudikan
Jelur Formal di SalianPandidikan faniang
abmi dan SLTPMTS Bavta
JnlurMonfarmal dan Infoemal

Jumiah dokumen advokasi, Sosiallsasl dan
Fanilitasi FPelaksanaan Fendidikan
Kependudukan Jalur Formal di Satuan
Pendidikan Jeniang SO/M| dan SLTRPMTS,

serta Jalur Nonformal dan Informal

14

a1

Goss

Advokasi, promosi;, dan  pembinaan
adusasi, kepandudukan pada  Sekalsh
Siegs Hapendudukan (SSK) o ssluan
pendidikan jenjang SDisederajat dan
SMPI Pramuka Pedull Kepandudekarn
(Framuks PK) di kwarle  ASN Fedull
Keppnoudukan (ASN PK) di Iembaga
hediklplaniOrD kmbwpatin aera
Masyarakat Pedull Mependodukan (Magss
PK} di Kampung KB/Ormas pengsiola

kaiompak kegiatan masysrakst

14

Pangondalian
Dearab

Jumigh lapofan peisksansan  kegiatan
advokasl, promost, dan pemblnaan edukasi
kependutukan  peda  Sekolah Slags
Kepandudukan (BSK) ol satuan pendidikan
jenjang SD/sadergjal dan SMP! Pamiks
Pedull Kepsndudukan (Framika PHj di
kwarllr  ASN Pedull Kependudukan (ASM
PK) di lembaga kedikislan/OPD kabupatent
serla  Masyarakal Pedull Hependudukan
(Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengaiols

_@.MM masyurakal.

qiiii

Data KB yang dilaporkan
Tqm Wn_h'lu

nooe

Kabupaten/s
Pengembangan Mpodal Solust Stralegis

Jumish Dokumen Pengembangan Modasl

Pengencailan Dampak Kependudu kan

Solusi  Siralegin  Pangandallan  Dempal

100%

¥ B HHE

188K

158K

100%




b Target dan Reafisasl Propram/
. Copaily | Program dan Kelusran Kegiatan | Kegiatan
Kode Darah dan Program | Kegiatan | Sub Kaghetun ! Sub Kegiaton ooty | (e SKPD
Tahun Target | Realisasi | Reafisasi | Derislan
) | Com
2 3 ‘ 3 § R g 8
Kapendutiukan
14 | 02 02 | o009 | Pembinaan dan Pengawasan | Jumish  Laporan  Pembmnaan  dan 12 12 12 100%
Panyelanggaran Sistam informasi | Pangawasan  Panyslanggassan  Sistem | Lapommn Laporan Lapran
Informasi Keluargs
14 | o2 (z | D008 | Pencatatan dan  Pengumpuisn Daia | Jumiah  Laporan | Pencatalan | dan 12 12 100%,
Kaluargs Paagumpulan Data Koluargs Laspesran Lapormn
14 | 02 02 | 0013 | Pengolshan  dan  Pelaporan  Dala | Jumiah  Dokumen Pangolahan  dan | 12 Dokumen 12 12 100% 12 Dekman 12 100%,
Pangendalian Lapangan dan Pelayanan | Pelaporan Data Pengendafinn lLapangan Dokuman | Dakumen Dioskigamen
KB dan Pelayanan KB
14 | D2 G2 | 018 | Pambinsan dan Pengawesan Pancatstan | Jumiah Laporan  hasil  Pelaksanaan | 12 Laporan 12 12 100%, 12 Lapocan 12 100%
dan Pelaporan Progmm Bangga Kencana | Pembinean  dan  pangawasan  Program Laporan Laparan Lapomn
! Bangga Kencana
" |02 02 | 0024 | Pengambangan Model Solusi Stralegis | Jumiah Dokumen Pengambangan Mods 3 k] 100% 3 Dakuman 3 100%
Pengeandalian Dampak Kaependudukan Salusi Strategis Pengondalian  Dampak Dokumen | Dokumen Dokurmien
| Kepandudukan
14 | 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modarn/ | 78,6 Angka 78.5 73,33 100%: 79,55 79,55 100%
BERENCANA (KB) Medern Contraceptive (mCPR) :ﬁplu ka Angka Angha
Persentase Kebuluhan ber-KB yang 3.43% % 380% 87.56% 3,43% 3.88% 100%
Tidak T hi (Uniniast Nood)
14 | 02 01 Pelaksanaan Advohasl, Komunikasi, Fll'lil'lt-l Peningkatan  Penggunaan 100% 100% 100% 100% 100%
informasi  dan  Edukasl  (KIE) Jangka Panjang
Pengendallan Pendudukdan KB Sesual Iﬂﬁ.lﬂnhhh KIE
Kearifan Budaya Lokl
14 | &3 01 | 0010 | Pengelolaan Operasionsl dan Samna d | Jemiah Laporan  Hasd  Pangeloisan 10 10 100%
Balst Penyuluhan Bangga Kencana Ooerasional dan  Sarmna  dl Bi-iil Laporan Laparan
Paryuithan Hangga
{Pambanguran  Keleangs, I-.'npandumnnn
= dan Koluargs Barsncana)
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Target T
Urusan ! Bidang Urusan Pemerintatan e L J Capala SKPD Tohun 2025
. an ram | K I Bub hmm.hphmwy Program
Kot Dty “n"""-'“'m" Kegiatan / Sub Keglatan (output) {Renstra
SKPD
Tahun Target Reilisasi
2027)
2 3 4 5 5
4 | 03 01 | 0011 | Polaksanasn Makanisma Operasional | Jumiah Laporan Mekanisme Operagional 10
Program Bangga Kencana maislol Rapat | Program Banggm Kencana (Pembangunan Laporan
Koordinas! Kecamatan (Rmkorcam), Rapat Keluarga, Kependudukan, dan  Kelunrgé
Koordinas! Dasa (Rakordes), dan Minl | Berencaria)  Melmiul Rapal Koosdinas:
Lokakarya (Minikok) Kecamatan (Rakorcam). Repal Koomdinasi
Desa  (Rakordes), dan  Mini Lokakarya
(Miniteske)
14 | o3 0 | 003 | Kemunikasi, Informasl dan Edukasi {KIE} | dumiah Komunikast, informas) dan Edukas: 1 Dakuman 1 1 1 100%, fi 160%,
ProgramBangga Kencana eesusi Kearifan | (KIE) Program  Bangga  Kancana Dokumen | Dokumen | Dokumen Dokuman
Budaya Loksl {Pambangunan Kelusrga:, Kopendudukan,
dan Kelunga Berencana) sasuai Kearlan
e Budays Lakal yang dilsksanakan
14 | 03 0% | 013 | Advokas) Progrem Bangga kencans oieh | Jumiah Ormganlsas) yang Mendapatian 4 4 100%:
pokjs advokas| kepada Stakeholdars dan | Advokasi Program Bangga Kencana Organisasi | rganisas:
Mitra Kasja (Pembangunan Keluarga, Kepandudukan,
dan Kiruarga Barencana) kepacda
Staksholdars dan Mitrs Keria
14 | 03 o0z Pondayagunsan  Tenaga  Penyuluh Parsontase Cakupan KB Aktif T9.60% 79.50% 79.33% 100% 79,55% ™, 100%
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) [Bronarl Kebuiuhan KB yang terponuhl | 90,75% 100% 100%
A KB Modern
14 | 03 02 | 0004 | Panggerakan Kadar Institusi Masyarakat | Jumish Kader yang Mangikut Pangoorakan 850 Orang | 938 Orang | BO3 Orang a5 950 Crang | 950 Crang 100%
| - Pedasamn (IMP) = Kadar Inshitusi Masyarakal Pedesaan (IMP)
14 | 03 03 Pengendallsn  dan  Pendisirbusian | Persentase Permintaan Kontrasepsi yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kebutuban Alat dan Obal Ko torpanubi Tepat Wakiu
seraPfelaksanaan Pelayanan KB di
Daerah
14 | 03 03 [ 0801 | Pengendalian Pendistibugion Alat den | Jumiah Laporan Pengendalian 1 Laporen | 1 Laporan 100%

Obal Konlrasepsi dan Sarana: Penurjang
Palgyanan KB ke Fasias Kesehatan
Tarmasuk Jaringan dar Jajaringnys

Fasilltas Kasehalan Tarmasuk Jarn

Pandistribusian Alal dan COhat Kontrasepsi
dan Samna Peounjsng Polavanan KB ke
dan
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T"""‘ Target dan Realisasi Kinerja
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan , ; g SKPD Tahun 2025
Kode Dasrah dan Program / Keglatan /Sub | "xator Kineria Program (ouicome) / | - Program '
Target Roalisasi
Tahun :
2027}
2 3 4 ] 6
Jejaringnys
4 | 03 03 | 0003 | Peninghaten  Keseraan  Penggurasn | Jumiah Orang yang Mengikull Keserdaan 952 0Orang | 510 Omng | 588 Crang
Melods  Kontrasepsl  Jangka Panjang | Penggunaan Matod- Konlreseps! Jangka
(MEIP) Panjang (MHIP)
14 | 03 G3 | 0006 | Penysdizan Sarans Penungang Pelayanan | Jumiah Unl Sarana Pehunjang Peiayanan 2 Unit 100% 5 Unil § Unit 100%
KB KB
4 | o8 03 | D008 | Pembinaan Pelayanan Keluarge | Jumish  Lesporan.  Hesll Pambinaan Z Laporsn 100%
Baroncana dan Kesehatan Reproduksi di | Polayanan Kolunmgn  Beréncana  dan
Fasidas Kesehalan Termasuk Jarngan | Kesehatan Reproduksi di  Fasilitas
dan Jejaringnya Kesehstan Termasuk  Jarngan  dan
L e
14 | 03 04 F-nhrdum dan Peningkatan Peran | Persentass Pemberdaynan dan 100% 100%
Organisasl  Kemasysrakatan | Peningkatan Peran  Sers Organisasi
Tlrlﬂﬂ Dasrah Kabupaten/Kots dalam | Kemasyarakatan Tinghat Daerah
Pelaynnan dan Pembinaan | Kabupaten'lota dalam  Pelaksanaan
Polayanan dan Kesortaan
- Ber-KB
14 | D3 04 | D001 | Pengustan Paman Seda Organsas | Jumlah Organisasi  yang Manmmumn 1] 100%
Kemasyerakalan dan Mitr Kada Lainnya | Pengustan  Paran Sarta Oirga Crgantzag
celam Pelaksanaan Palayanan  dan | Kemasyarakatan dan Miira Kerjs Lalnn:.ln
Pembinaan Kesartaan Bar-K8 dalam  Pelaksanaan  Pelayanan  dan
Pembinaan Keserzan Ber-KB )
14 | 04 | OO06 | Pelaksannan dan Pengeiolaan Program | Jurmlsn Kampung Keluanga Berkualilas yang a2 100%
Bangga Kencana o Kampung Keleargs | mengikutl Pelsksanaan dan Pangafolaon Kamgiung
Barkualitss Frogram Bangga Kencana (Pambangunan
Heluargs. Kependuduksn, dan  Kelusrgs
| Bermncana)
Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, P3IAP2XE Kab. Tabalong 38
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- Target |G
Target Target dan Realisasi Kinorja Program | Perkiraan Reslisasi Capaian
_ i Kitwvi Program dan Keluaran Koglatan | Kegiatan Target Program /
Urusan [ Bidang Urusan Pemarintahan Indikator Kinerja Pregram (outcome) | Fm R et Renja Kegiatan Renstra SKPD
Hodn Doermh dan Program | Keglatan | Sub Kogiatan / Sub Kegiatan (output) (Renstra SKPD wid Tahun
Kegiatan _ | tahun Parki Peasklinke Catatan
Thun Target | Realisas! | Rostisasi [ SIMS% | Roaiisa Wiy
2027) %) 2g8 | Cwpaian | capaian (%)
1 2 3 4 5 & THUNEES 8 9 TRCIEr % 1
" | 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN | Indeks Lansia Bordaya 67,55 673 67,3 100% 67.95 67.55 100%
PENINGKATAN KELUARGA g Indoks Indoks indeks Indeks
SEJAHTERA (K5) Indeks Pengasuhan Keluarga yang | B89 Indeks 838 BaB 100% BE.9 Indeks (1Y) 100%
| Memiliki Remajn Intlnhs Indaks Indeks
Forsentase Keluarga yang Mengikutl 100%: 100% 100% 100%. 100% 100% 100%
Kolompok Kegiatan Ketahanan Keluargs
14 |04 | 2 | 04 Pelaksanaan Pembangunan Keluargs | Persentase HKalompok Keglatan 100% 100% 100% 100%; 100% 100% 100%
Meialui Pambinaan Kelahanan dan | Ketshanan Kessjahleran Keluarga yang
KesejahteraanKeluargs A ki
Mo 2 [0 | 0016 | Pengalolaan Katshanan Kelusrge Mealaly | Jumiah  Japoran  hes) pangelalaan 7 Lapasan! | T Lapoman/ 100%
Pusal Peisyanan Heluarga Seahtern | Ketahanan  Koluarge  Maiziui Pusat Dakuman | Dokuman
[PPKS) Pelayanan Kelua Sejantara (PPKS
14 |08 | 2 | 0% | OO17 | Promosi  dan  Sosmlisas)  Kelompok | Jumish  Laporan  Hasdl  Promosi | dan | Lapaman 1 Laporan | 1 Laporan 100% 1 Lagoran Z Laparan 100%
Kagistan Kalahanan dan Kasejahterssn | Sosialisasl Kalompok HKeglatan Katahanan
Kelssrga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PiK-R | dan Kesajahlersan Koluarga (BKB, BKR,
dan Usaha Peningkatan  Pendapatan | BKL, PPPKS. PIK-R dan Pambardayzan
Kalugrga Aksaptor (IPPKA)) Ekonomi Kaeluamnga/UPPKS)
i1 04 2 | 01| 0016 | Pengadasn Sarana Kelompok Kegiatan | Jumiah Unit Sarane Kelompok Regtatsn 10 Uit 10 Linit 100%
Kolahanan dan Kessjehteraan Keluarge | Katahenan dan Kessjshlersan Keluarga
(BkB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha | (BKB, BKR, BEL, PRPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pandapatan Keluargs | Peningkatan Pendapatan Kelusmga Aksapior
Almapior (UPPKA) IUPPEA] yang tersedia
14 | o4 | 2 | 02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran | Persentase Tritvina Alktif 1 100% 100% 100% 100% 100% 1
Serta  Organisasl  Kemasyarakatan | Jumiah Calon Pangantin % 86% T7.50% M.3T% 100% BT 7% 100%
Tingkat DaerahMabupaten/ Kota dalam | Bimbingan Perkawinan dengan Matori
Pembangunan Keluarga Melalul Stunting — )
Peimbinaan Ketahanan | Persentase Kelompok Sasaran TE% 77.50% T6,08% 08, 17T% TAM 8% 100%
danKesejshieraan Keluarga Mendapatkan Pendampingan oloh Tim
= Pendamping Kefuarga (TPK)
Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, P3AP2KR Kab. T, abalong g
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Uruszn / Bidang Urusan Pemarintahan
Dagrah dan Progrom / Kegistan / Sub
Kagiatan

Indikater Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan | Sub Kegiatan (output)

Target dan Reallsasi

SKPD Tahun 2025

Targat

14

02

0004

Promogl  dan  Soslafiaasl  Program
Kaetahanan dan Kesejahteraen Kalusma

bag Mirs Kena

Jumish Laporan Hesil Promosl  den
Sosialisasi Program  Ketshanan dan
Kesalahlaraan Kelusmga bagi Mitra Kerja

14

02

00ns

Pamantaunr Data dan Informasi Keluarga
Bersiko Stunting (Termaswk ramaja Calon
Panganlin/Calon PUS, lxi Hamil, Pasca
aatinfkalahiran, BadutaBaita)

Cakupan Pemantauan Data dan Infarmasi
Knluarmge Bersiko  Stunfing  (Tenmasuk
remzaja Calon Pengantin/Calon PUS, thu
Hamil, Pascs salinfkainhiran, Baduta/Balita

14

aoos

Pendampingan Kaluarga Barsiko Stunting
(Termasuk remaja Celon Pangantin/Calon
PUS, Tbu Hamil, Pasca safin/kslahinan,
BadutaiBalitay

Jumigh  Heluargs  Bessio  Stunling
(Termasuk remaja Calon Pangantin/Calon
PUS, |bu Hamil, Pasca salinkelahian,
Badula'Balita) yang mandapal

14

14

pooa

Promoal  dan  Sosialsas
Pamaangunan Keluama

Program

pirdla
Jumiah  Laporan  Hasl Promosi  dan
Somiahnasi Program Pambangunarn

Keluarga

SER

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

100%:

1 Laporan

URUSAN PEMERINTAHAN _ WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANANDASAR

1 Laporan

1 Laporan

100%

gaittith

1 Laporan

1 Laporan

100%

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DANPERLINDUNGAN ANAK

B

PROGRAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban Kekerasan
yangMomaorlukan Koordinasi

o2

0001

Panyadiaan Layaran Pangadiian
Magyarakal badi  Perompuan  Keocban
Kakarnsan Kewanangan KabupalenMots

Juminh Pemempuan Korban  Kokerassn
Tingka!l Kabupalenota yang Mandapatkan
La
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Daorah dan Program / Keglatan / Sub

indikator Kinerja Program (outcome) /
Kegiatan | Sub Kegiatan (output)

l

%

03

x2

oo

Koordinaal dan Sinkmnizas| Pelaksansan
Penyediaan Laysnan Rulukan Lanjutan
bagl Perampuan Komban Kabkoerasan
Kawenangan Kabupatan/Kola

Jumiah Layanan Tindak Lanjul Pengaduan
yang Mernariuler| Koordines| dan
Sipkranisasl  bagl Paempuan  Korban
Faksrassn Kawsnsngen Kabupaten/iGols

a2

el

Layanan Pengadusn atst Ponjangkausn
bagl Pammpuan Kotan Kokamsan
Tingkal Kabupatan/Kola

Jumish Perempuan Korban Kekarasan yang
mandapatkan Layanan Pengaduan atau
Panjangkauan korban Tinghkat
Kabupaten/oia

0010

Layanan ‘ﬁ'enunm;:unqan Hortran  bag
Perampuan Horban Kskerasan dan TPPO
Tingksl Kab'Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS

ANAK

Jumiah Parampiuan Korban Kekergan dan
TPPO  yang mendapatkan  layEnan
pendampingen orrisn Tinghat

Kabupaten/kola

o

indeks Perlindungan Khusus Anak

B2.8 Indeks

100%

Indeks
100% 100% 100%

Penyadiaan Loyanan hnlln-trmg
Memeariukan Perdindungan Khusus yang
Memarlukan Koordinasi Tingkat Dasrah

menerima Layanan Pedindungan Iﬂur-.:-i

o7

000s

Penyadinan Layanan Pangaduan
Masyarakal bngi Anak yang Mamerukan
Pardindungan Khusus: Tingksl Dasrah
Kabupaten/Kola

Jurnish AMPK yang mendapalian lavanan
PRNGRCEAN

oa

o7

02

oogy

Knordinas) Pelaksansen Layanan AMPK

Jumish AMPK yang mandapatkan leyanan

a7

02

Layanan Pengadusn atsu Panjangksuan
bagi Anak Korban Kekerasan Tinghkat
Kabupatan/Kota

Jumiah  Anak Korban Hekerasan yang
mandapatken Layanan Fengadusn stau
Penjangkauan korban Tingkes
KahupaleniCota

100%

100% 100%

100%

47 Crang
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Targot e dan Reatnssl Kioaria r.w'_f' /
Urisan  Bideng Urunan Pamarintaln Capaian | O e 024 o
1 b 3 3 4 -1 B W 8
Largranan pandampingan korban bagl Anak | Jumiah Anak Korban Kokerasan yang | 47 Omng '
2 N6 | o7 | 2 | 02 | D016 | Korban  Kekerasan Tingkal Dserah | mendapalksn  layonan pendamapimngan
Kab/Hota korban Tingkat Dasrah KablKola
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B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Memperhatikan hasil analisis Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong secara makro pelaksanaan

program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik, hal ini dapal terlihat
dari capaian sasaran maupun indikator yang menjadi target dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2025:
1. Dinas Sosial dari 3 Sasaran strategis dan 3 indikator dengan tingkat
capaian sebagai berikut:
a. Capaian > 100% Sangat Baik (&) : -
b. Capaian 76% - 100% Baik (B) . 3 Indikator Kinerja Sasaran
c. Capaian 56% - 75% Cukup © t-
d. Capaian < 55% Kurang (K) -

2. Dinas Pemeberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dari 4 Sasaran slrategis dan 5
indikator dengan tingkat capaian sebagai berikut:

a. Capaian > 100% Sangat Baik (A) A

b. Capaian 76% - 100% Baik (B) . 5 Indikator Kinerja Sasaran
¢. Capaian 56% - 75% Cukup ® -

d. Capaian < 55% Kurang (K) -

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua
pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara
itu, untuk target-target yang belum tercapal perlu diantisipasi dan
didukung oleh berbagai pihak, baik dari sisi manajemen dan pengelolaan
anggaran diperiukan pencermatan yang lebih baik.

Analisis kineria pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana akan membaik apabila didukung oleh:

1. Pegawai yang berkualilas;

2. Pegawai yang cukup,

3. Sarana dan Prasarana yang lengkap

Adapun hambatan yang terjadi;

1. Perubahan SOTK memerlukan penyesuaian terhadap dokumen
perencanaan seperti Renstra, Renja, hingga DPA. Proses ini
memakan waklu dan memeriukan sinkronisasi ulang;
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2. Perubahan struktur memyebabkan rantai koordinasi dan pelaporan
pegawal membutuhkan waktu untuk memahami alur komando yang

baru sehingga pada awalnya proses pengambilan keputusan bisa
melambal.
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tabalong
Indikator U/SPM/NSPK/IKK/SDGs : e = REN
No - - 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Analisis
1 2 3 4 5 6 ' 8 9 10 11 12
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
$ |G aes EERS yunajieih Py Fungm KU 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100% | 100%
aslalnya

2 | Nilai dalam Kabupaten / Kota Layak Anak KU :ﬁ; 725 Nilal | 750 Nilai | 775 Nilai 600 Nilai 750 Nilal | 775 Nilai

Persenlase Penyelesalan Kasus
3 | kakerasan Perenipiian dan Anak IKU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Kelahiran Total (Total Fertility 218 2,17 2.16 2,15 2,16 215
4 | Rate/TFR) i Angka | Angka | Angka | Angka | 2'8Angka Angka | Angka
5 | Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah KU BB BB A M A A A

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) OUTCOME

Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Persentase  Penyandang Disabilitas
1 | Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Dasamya di Luar Panti

Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi
2 | Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti IKK 100% | 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang
3 | Terpenuhl Kebutuhan Dasarnya di Luar IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Panti B
4 | Persentase Gelandangan dan Pengamis KK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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1 2 3 o 5 6 4 8 9 10 11
yang Terpenuhli Kebutuhan Dasamya di
Luar Panti
Persentase Korban Bencana Alam, Sosial
dan/ atau MNon Alam yang Terpenuhi
5 | Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah IKK 78% 79% 80% 80% 80% 80% 80%
Tanggap Darurat Bencana Kabupaten /
Kota
Persentase Penerima Manfaat yang
5] Terpenuhi Kebutuhan Dasar IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Persentase Anak Korban Kekerasan yang
1 Mendapatkan Layanan Komprehensif IKK 100% 100% 100%: 100% 100% 100% 100%
Persentase Perempuan Korban Kekerasan
2 |dan Tindak Pidana Perdagangan Orang IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Angka Kelahiran Total (Total fertility 218 217 216 215 2.16 215
3 fgr%zi:f per Wanita Usia Subur usia 15- IKK Angks | Angka Aisok# Angka 2,18 Angka Angks | Angks
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /
4 | Modemn Contraceptiva Prevalence IKK 79.50% | 7955% | 7960% | 79.685% 79,33% 78.60% | 79,65%
Rate(mCPR)
Persenlase Kebutuhan ber -Keluarga
5 | Berencana yang tidak Terpenuhi (Unmeet IKK 4,34% | 3,89% 3,43% 2.98% 3,80% 3,43% 2,98%
Need)
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Ruang lingkup strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupalen
Tabalong tidak terlepas dari Undang-undang Momor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial. Dinas Soslal, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
mempunyal kewenangan untuk menanggulangl permasalahan kesejahteraan

sosial, pemberdayaan perempuan, perliindungan perempuan dan anak dan,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sasarannya adalah individu,

keluarga, organisasi dan komunitas yang memerlukan pelayanan sosial.
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengacu pada amanat

Peraturan Menteri Nageri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penarapan Standar

Pelayanan Minimal, terdapat kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk

menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu

pelayanan Dasar yang berhak diperolah olah setiap warga negara secara
minimal. SPM bidang sosial merupakan penjabaran dari target yang telah
dipandu oleh Kementerian Sosial dengan menetapkan Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di

Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 pelayanan dasar,

* yaitu:

1. Rehabllitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;

2. Rehabilitasl Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;

3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;

4. Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan
Pengemis di Luar Panti; dan

5. Perlindungan dan jaminan Sosial pada saat dan selelah Tanggap Darurat
Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan SPM bidang sosial tahun 2025 didukung oleh anggaran
sebesar :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp.
5.584.500.000,- realisasi sebesar Rp. 5.398.350.000,- target penerima
manfaatl sebanyak 493 tercapal 100%.

2. Program Penanganan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 194.004.400 -
realisasi sebesar Rp. 169.748.551,- target penerima manfaat sebanyak 1.000
orang tercapai 100%.

3. Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp,3.482 485.436 -
realisas| sebesar Rp. 3.013.089.549.- target penerima manfaat sebanyak 858
tercapal 100%

Permasalahan-parmasalahan yang timbul dalam pelaksanaan SPM
bidang Sosial Tahun 2025 adalah;

1. Belum optimalnya pemberian perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan
satelah tanggap darurat bencana bagl korban bencana daerah;
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2. Belum oplimainya pemenuhan kebutuhan pelayanandasar anak terlaniar, =
keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat;

BerAKHLAK Z588S,

3. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar anak, anak yang
menjadi korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, pengemis dan
gelandangan;

4. Untuk mendukung kebijakan-kebijakan peningkatan target dan capaian SPM
periu penyediaan fasilitas fislk dan non fisik sesuai dengan Permensos 16
Tahun 2029 tentang Rehabilitas| Sosial.

Beberapa solusi yang akan dilakukan terkait permasalahan-permasalahan
lersebut adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkalt serta lintas daerah terkait
dengan penanganan pasca bencana dan penanganan PMKS;

2. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan,
pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial;

3. Mengajukan usuian untuk melengkapl sarana dan prasarana yang diperiukan
untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud.

D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah kelompok masyarakat
yang menghadapi tantangan dan kesulitan khusus dalam memenuhi kebutuhan
dasar mereka. Beberapa isu strategis yang berkaitan dengan penyandang
masalah kesejahteraan sosial melibatkan kebijakan dan program - program
untuk membantu mereka melewsati situasi sullt, Berikut adalah beberapa isu
strategis yang relevan:

1. Kemiskinan dan Pengangguran: Banyak penyandang masalah
kesejahteraan sosial menghadapi risiko kemiskinan dan kesulitan dalam
mendapatkan pekerjaan yang layak. Program-program yang membantu
mereka mengakses pelatihan keterampilan, mendapatkan pekerjaan, atau
memberikan dukungan keuangan dapat membantu mengatasi isu ini;

2. Perumahan dan ketersediaan Rumah: Masalah perumahan seringkall
menjadi kendala bagl penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Kebijakan perumahan yang terjangkau, program bantuan perumahan dan
upaya untuk mengatasi tunawisma menjadi isu strategis dalam konteks |ni:

3. Kesehatan Mental dan Fisik: Banyak Penyandang masalah kesejahteraan
sosial menghadapi tantangan dalam hal kesehatan mental dan fisik.
Layanan kesehatan mental yang terjangkau dan dukungan kesehatan
yang holistik menjadi Isu kritis;

4. Pendidikan dan Keterampilan: Akses terhadap pendidikan dan pelatihan
Kelerampilan sangat penting untuk membantu penyandang masalah
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kesejahteraan sosial meningkatkan peluang mereka di pasar kera.
Kebijakan pendidikan inklusif dan program pelatihan keterampilan yang
sesual dengan kebutuhan mereka menjadi isu strategis:
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5. Diskriminasi dan Stigma: Penyandang masalah kesejahteraan sosial
sering menghadapi diskriminasi dan stigma sosial yang dapat
menghambat integrasi mereka dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi
diskriminasi dan mengedukasl masyarakat tentang isu-isu inl menjadi isu
strategis penting;

6. Keamanan Sosial: Perlindungan sosial dan jaringan keamanan sosial
menjadi isu strategis dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi atau
situasl kritls. Program bantuan sosial yang efektif dapat membantu
menyediakan  perlindungan finansial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial;

7. Kekerasan dan Keamanan: Penyandang masalah kesejahteraan sosial
mungkin rentan terhadap situasi kekerasan atau ketidakamanan.
Membangun lingkungan yang aman dan memberikan dukungan bagi
mereka yang menghadapi kekerasan adalah isu strategis;

8. Partisipasi Masyarakat: Penting untuk memastikan bahwa penyandang
masalah kesejahteraan sosial memiliki kesempatan untuk berpartisipasi
secara aktif dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat partisipasi dalam
pengambilan keputusan lokal dan nasional menjadi isu slirategis.;

9. Keteribatan Keluarga dan Jaringan Dukungan: Membangun dan
memperkuat jaringan dukungan sosial, termasuk peran keluarga adalah
penting bagl penyandang masalah kesejahteraan soslal. Program
dukungan keluarga dan pemberdayaan komunitas menjadi isu strategis
dalam konteks ini:

10. Akses Layanan Sosial dan Hukum: Memastikan akses yang mudah dan
adil ke layanan sosial, kesehatan, dan hukum adalah isu strategis. Hal ini
mencakup upaya untuk menghilangkan hambatan administratif dan
memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang setara ke layanan
tersebut;

11. Isu Inkiusif disabilitas menjad| sorotan penting dalam upaya menciptkan
masyarakat yang adil dan berkeadilan, Inklusivitas disabilitas bukan hanya
tentang memahami dan mengakui keberagaman kondisi fisik dan mental,
tetapl setara bagi semua individu, tanpa memandang kondis| disabilitas
mereka. Saatl kita merenungi perjalanan seseorang yang hidup dengan
disabilltas, kita menyadari bahwa inklusivitas bukan hanya sekedar kata-
kata, tetapi suatu prinsip yang mendefinisikan kemanusiaan kita bersama.
Ini adalah panggilan untuk menyusun fondasi masyarakat yang
memahami, menghargai, dan mendukung perbedaan.
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Namun, upaya Inklusif fidak hanya berkutal pada aspek fislk dan
pendidikan. Masyarakat perlu memberikan dukungan emosional dan sosial yang
memadal bagl individu dengan disabilitas. Stigma dan diskriminasi harus
dihadapi dan diubah, menciptakan ruang di mana setiap orang merasa diterima
tanpa syarat.

Mengatasi isu-isu strategis ini memerlukan pendekatan yang holistik dan
kolaboratid dari pemerintah, lembaga swasta, masyarakat sipil, dan Indivisu
untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial, pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu tahun 2025, adalah
sebagai berikut:

1. Belum optimalnya Penanganan Masalah kesejahteraan Sosial
a. Masih rendahnya Kualitas hidup PPKS yang belum mendapatkan

pelayanan Sosial:

b. Belum masksimainya peran PSKD dan partisipas lembaga swasta dalam
penanganan PPKS;

¢. Rendahnya tingkat kesejahteraan fakir miskin dalam memenuhi kebutuhan
dasar,

d. Masih banyaknya warga miskin yang belum terdaftar di Basis Data

Terpadu;

8. Rendahnya tingkat keasdaran masyarakat terhadap penyebab bencana
Permasalahan PMKS inl mengacu pada rendahnya kualitas hidup Pemerlu
Pelayanan Kesejahtersan Sosial yang periu mendapatkan pelayanan sosial
inl diantaranya keterlantaran, kemiskinan, kecacatan, bencana alam dan
sosial serta ketunaan.

2. belum oplimalnya kesetaraan dan keadilan gender, yang disebabkan
oleh masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai
akibat dari belum optimainya pemberdayaan perempuan untuk
meningkatkan  keterampilan kepemimpinan, manajemen dan
negosiasi, belum optimainya peran dan keterwakilan perempuan
sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif, belum optimainya
partisipasi politk perempuan, serta belum optimainya akses
perempuan terhadap peluang karir dan pendidikan dan masih
terjadinya kekerasan pada perempuan, baik fisik, seksual, maupun
emosional karena belum optimalnya upaya pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif.
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3. belum oplimalnya pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian
dari perlindungan hak anak dan kesetaraan gender, yang disebabkan

oleh belum optimalnya sistem perlindungan anak dalam mencegah
pernikahan usia dini sebagal akibat dari belum optimalnya layanan
perlindungan anak yang responsif dan mudah diakses, kurangnya
edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif
pernikahan anak, keterbatasan akses pendidikan bagi anak
perempuan, belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga dan
budaya yang masih mendukung pernikahan dini, sera belum
optimalnya implementasi aturan terkait batas usia pernikahan.

4. belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan
pembangunan keluarga, yang disebabkan oleh masih tingginya laju
pertambahan penduduk sebagai akibat dari belum optimalnya akses,
edukasi, dan pemberdayaan perempuan dalam kesehatan reproduksi
dan kontrasepsi, masih adanya angka kehamilan yang tidak diinginkan
serta masih adanya pernikahan usia dini.

Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong:

1. Tantangan

a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar seria
kemampuan berusaha bagi PMKS;

b.  Memperkual peran PMKS dalam pengambilan kepulusan kebijakan
publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-
hak dasar;

C. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang
memungkinkan PMKS dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya
dalam pemenuhan hak-hak dasarnya dan meningkatkan taraf hidup
secara berkelanjutan;

d. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan;

e. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadi hambatan
dalam mewujudkan keselaraan dan keadilan gender;

f.  Kesadaran dan peran serla keluarga, masyarakat dalam penanganan
korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah:

g Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif
dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
pembangunan.

h. Penggunaan media sosial dan aplikasi online anak semakin meningkat
seinng dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi
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tantangan dalam upaya perlindungan anak darl pornografi, pelecehan
seksual dan penipuan;

l.  Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus
memilikl kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan dan
menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka
pemenuhan hak anak;

). Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat
partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usah dalam
pemberdayaan perempuan dan periindungan anak.

2. Peluang

a. Adanya kerjasama dengan pelaku-pelaku usaha kesejahleraan sosial,
seperti LSM< CSR Perusahaan, serta perorangan atau lembaga-
lembaga lain yang peduli terhadap penanganan PMKS;

b. Adanya kader penanggulangan kemiskinan yang fungsinya sebagal
pendamping sosial bagi PMKS dalam mengakses berbagai informasi
dan sumber pelayanan yang ada;

©. Kebijakan yang responsif dan mengarah pada jaminan sosial bukan
bantuan sosial bagl PMKS yang tidak potensial, sepert! lanjut usia miskin
dan penderita cacat berat;

d. Peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
yang terus dilakukan sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan
lersebut dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial;

e. Kebijakan kesetraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam
RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di
daerah;

f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap
kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya
dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak:

§. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/kota
Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas
pemenuhan hak anak;

h. Adanya dukungan dari berbagal pihak eksternal maupun internal dalam
membangun bersama untuk mengalasi permasalahan dalam urusan
sosial, pemberdayaan perempuan, perfindungan perempuan dan anak.
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TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Pemerintah telah menetapkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagai pedoman
pembangunan negara dalam kurun wakiu tersebut. RPJPN merupakan
penjabaran dari visi, misl dan program presiden. Dengan mempertimbangkan
masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capalan
pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2025-
20245 adalah:
"NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU DAN BERKELANJUTAN".
Upaya untuk mewujudkan vis! ini adalah melalui 8 Misi, yaitu:
Mewujudkan transformasi sosial:
Mewujudkan transformasi ekonomi:
Mewujudkan transformasi tata kelola;
Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi:
Memantapkan Ketahanan Sosial budaya dan ekologi;
Pembangunan Kewilayahan:
Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan:
Kesinambungan Pembangunan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas
pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
1845 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan
kesejahteraan sosial ialah upaya yang teraran, terpadu, dan berkelanjutan yang
dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk
pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang
meliputi rehabliitasl sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan
perlindungan sosial.

® NP A wN

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nemor 11

Tahun 2009, sebagal berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas, dan kelangsungan hidup;

2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian:

3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan
menangan masalah kesejahteraan sosial;

4. Meningkatkan kemampuan, kepedullan dan tanggungjawab sosial dunia
usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan;
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5. Meningkatkan ~ kemampuan dan  kepedullan masyarakai  dalam
penyelenggaraan  kesefahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan, dan

6. Meningkatkan kualilas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang
memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria
masalah sosial sebagal berikut:

1. Kemiskinan yaitu kondisi soslal ekonomi masyarakat yang tidak mem punya
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagl
kemanusiaan;

2. Kstelantaran, yaitu pengabaianipenelantaran anak — anak dan orang lanjut
usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik,
psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial
ekanom, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab;

d. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas
fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;

4. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang
dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas
sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis
dan sullt terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;

5. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, vaitu merupakan indikasi atas
ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu
atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi,
konsep dri dan dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan
seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan
norma sosial, moral dan etika yang berlaku di masyarakat:

6. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat
yang menderila baik secara fisik, mental, maupun soslal ekonomi sabagal
akibal dan lerjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami
hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, dan/atau;

7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik
individu, keluarga atau kelomok) yang mengalami tindak kekerasan, baik
dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan
bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi
yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialinya
terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh
pemerintah maupun masyarakat meliputi:

1. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosiainya secara
wajar dalam kehidupan masyarakat;
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<. Jaminan sosial yaitu skema yang melembaga uniuk menjamin seluruh rakyal
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;

3. Pemberdayaan sosial yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan
warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga
mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;

4. Perlindungan sosial yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menceha dan
menangani resiko dari guncangan dan kekerasan sosial,

Selaras dengan RPJPN, Tema Pembangunan Kabupaten Tabalong
Tahun 2025-2025 adalah "Tabalong Terdepan, Maju dan Berkelanjutan”

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun
2025-2045. Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 adalah sabagal berikut:

"TABALONG TERDEPAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN"

Visl Inl adalah keadaan yang ingin dicapai Kabupaten Tabalong untuk
dapat mewujudkan kualitas kehidupan yang semakin baik, maju, dan bedaya
saing tinggi. Kemajuan yang dicapai membawa Kabupaten Tabalong menjadi
daerah yang berdaya ungkit tinggl bagl keberhasilan pembangunan di
Kalimantan Selatan terutama dikaitkan dengan posis| sebagai gerbang logistik di
Pulau Kalimantan dan daerah yang berdampingan dengan IKN.

Sedangkan Visl RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2028 adalah
sebagal berikut:

"MENUJU TABALONG SMA&aRT (SEJAHTERA< MAJU< RELIGIUS DAN
TERDEPAN])"
aengan misi sebagal berikut:

MISI1  : Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

MisI 2 : Mendorong Kemajuan Daerah

MISI3  : Mengembangkan Kehidupan yang Religius

MISI 4 . Menjadi Daeran yang Terdepan

Kebijakan Nasional dan Provins! untuk Pemberdayaan Perempuan
diharapkan adanya Kesetaraan Gender. Kemudian untuk Perlindungan Anak
diharapkan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan terhadap anak, Dalam
rangka pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas penduduk diperiukan
peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Kebijakan pemerintah pusat
dan provinsi yang telah tertuang dalam kebijakan nasional sudah dituangkan
dalam kebijakan pemerintah daerah pada Dinas Sosial. Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial, pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga
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Serencana berdasarkan UU No52 Tahun 2009 ientang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat
melalul Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan No. 01/Menea-PPN/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Rl yang diubah dengan
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No.
02/Meneg.PP/IX/2007, Intruksi Presiden MNo, 3 Tahun 1996 tentang
Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan
kemiskinan, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pangendalian penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah kabupaten
Tabalong Tahun 2025 Namor 47).

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Adapun tujuan dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keiuarga
Berencana Kabupaten Tabalong adalah ‘Menurunnya Keparahan Kemiskinan
serta Meningkainya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan dan
Kualitas Ketahanan Keluarga".
Sedangkan sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Perlindungan Sosial;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah,
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Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator i
No | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah Sasaran Sasaran SKPD Seassan
Daerah g
(OUTCOME)
1 2 3 4 5 6
1. | Mewujudkan Menurunnya Persamase | Meningkatnya Persentase
Masyarakat yang | Tingkat Penduduk Perfindungan PPKS vyang
Sejahtera Kemiskinan dan | Miskin Sosial telah  Pulih
Terkendalinya Indeks Gini Fungsi
Ketimpangan Sosialnya
2. | Mengembangkan | Meningkatnya Indeks Meningkatnya | Nilai dalam
Kehidupan yang | Pengarusutamaan | Ketimpangan | Pemberdayaan Kabupaten /
Religius Gender  dalam | Gender Perempuan dan | Kota Layak
Pembangunan (IKG) Perlindungan Anak
Anak Persentase
Penyelesaian
Kasus
Kekerasan
Perempuan
dan Anak
Meningkatnya Angka
Pengendalian Kelahiran
Penduduk dan | Total (Total
Keluarga Fertility Total
Berencana (Total
Fertility Rate
[ TFR)
Meningkatnya Predikat Nilai
Kualitas Tata | AKIP
Kelola Perangkat
Pemerintahan Daerah
Perangkat
Daerah
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Tujuan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Target Kinerja
No Tujuan SKPD Indikator Tujuan SKPD SKPD Tahun
2027
1 2 3 4
1. | Menurunnya Indeks Keparahan Kemiskinan 100%
Keparahan Kemiskinan | Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,408 Indeks
serta  Meningkatnya | Indeks Perlindungan Anak (IPA) 65,6 Indeks
Pengarusutamaan Indeks ~ Pembangunan  Keluarga 67,4 Indeks
Gender dalam | (iBangga)
Pembangunan  dan [Indeks Pembangunan Berwawasan 72 Indeks
Kualitas Ketahanan | Kependudukan {IPBK)
Keluarga
Tabel 3.3
Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Target Kinerja
No Sasaran SKPD Indikator Sasaran SKPD SKPD Tahun
2027
1 2 3 4
1 | Meningkatnya Persentase PPKS yang telah Pulih 100%
Perlindungan Sosial Fungsi Sosialnya
2. | Meningkatnya Nilal dalam Kabupaten / Kota Layak 750 Nilai
Pamberdayaan Anak
Perempuan dan | Persentase Penyelesaian Kasus 100%
Perlindungan Anak Kekerasan Perempuan dan Anak
3. | Meningkatnya Angka Kelahiran Tolal (Total Fertility 2,17 Angka
Pengendalian Penduduk | Rate / TFR)
dan Keluarga Berencana
4. | Meningkatnya Kualitas | Predikal Nilal AKIP Perangkat e
Tata Kelola Pemerintahan | Daerah

Perangkat Daerah
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Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Soslal, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No | Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja IKU | Target Kinerja
1 | Meningkatnya Perfindungan Sosial | Persentase PPKS yang 100%
telah Pulih Fungsi
Sosiainya
2 | Meningkatnya Pemberdayaan | Nilai dalam Kabupaten / 750 Nilai
Perempuan dan Perlindungan Anak | Kota Layak Anak
Persentase Penyelesaian 100%
Kasus Kekerasan
Parempuan dan Anak
3 | Meningkatnya Pengendalian | Angka Kelahiran Total 2,16 Angka
Penduduk dan Keluarga Berencana | (Total Fertility Rate / TFR)
4 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola | Predikat Nilai AKIP A
Pemerintahan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
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Program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendallan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong merupakan
program prioritas RPJMD yang sesual dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program
sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan, Periindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas
lersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan
atas stralegl dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendallan Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan yang dipilih untuk
setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai
dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapalan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan
dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja
dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan |dentifikasi
masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan
dinl terhadap masaiah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan
program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari
kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada
masyarakat.

Pendanaan indikator sebagal wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah
dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program
priaritas yang lelah disertal kebutuhan pendanaan atau pendanaan Indikatif
selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan
pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenamya hanya
didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
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Tabel 4.4

Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

Fungsi Perangkat
Daerah

Sasarn SKPD Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Meningkatnya PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Kelancaran dan | PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub  Kegiatan  Penyelenggaraan  Walidala
Pendukung Statistik Sekloral Daerah

Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data
Statistik Sektoral Daerah

 Keglatan Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat
Daerah

AtributKelengkapannya

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralalan dan
Perlengkapan Kantor

Sub Keglatan Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan KonsultasiSKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Millkk Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegialan Pengadaan Mebel
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Sasarn SKPD

Program / Kegiatan / Sub Keglatan

Sub Kegatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air danListrik

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Sub Keglatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Millk Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Renhabilitasi Gedung
Kantor danBangunan Lainnya

Meni '
e ngkatnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Kegiatan Pengembangan Potensl Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keglatan Peningkatan Kemampuan Potensi
SumberKesejahteraan Sosial Kelembagaan
MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemberian Penghargaan
dan SantunanSosial bagi Warakewurl Keluarga
Pahlawan Nasional Perintis Kemerdekaan, dan
Janda Duda PerintisKemerdekaan

Sub Kegiatan Pengenalan, Penanaman dan
Penghayatan Nilai-NilaiKepahlawanan,
Keparintisan, Kesetiakawanan danRestoras| Sosial

Sub HKegiatan Peningkatan Kemampuan Patensi
Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
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PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Keglatan Rehabllitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut

UslaTerlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan

Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu

Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi
Keluarga

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual, danSosial

Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepaga
Keluarga Penyandang Disabililas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, seria Gelandangan
Pengemis dan Masyarakat

Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan
Pengaduan

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan

Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran
Keluarga

Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

Sub Kegiatan Fasllitasi Pembuatan Dokumen
Kependudukan bagiPenyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar,Lanjul Usia Tertantar,
Gelandangan dan PengemisKewenangan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
BukanKorban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar
Panti Sosial

Sub Keglatan Kerja Sama antar Lembaga dan
Kemitraan dalamPelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kola

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL
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Sasarn SKPD

Program / Kegiatan / Sub Keglatan

Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegialan Pendataan Fakir Miskin Cakupan

DaerahKabupaten/Kota

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan
EkonomiMasyarakat

Sub  Keglatan Fasilitasi Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan DaerahKabupaten/Kota

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Makanan

Sub Kegiatan Penyediaan Sandang

Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok
Rentan

Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial

Sub Keglatan Penyediaan Tempat Penampungan
Pengungsl

Keglatan  Penyelenggaraan  Pemberdayaan
Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan
BencanaKabupaten/Kota

Sub Kegiatan Koordinasl, Sosialisasi dan
Pelaksanaan KampungSiaga Bencana

Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan
Pelaksanaan Taruna SiagaBencana

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Relawan
Taruna SiagaBencana Tingkat Muda

Sub Kegiatan Fasilitasi Kampung Siaga Bencana
dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah
rawan bencana

Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa
Uang Tunal bagiKorban Bencana

Sub  Kegiatan Sosialisasi dan  Edukasi
penanggulangan Bencanapada Anak Usia Sekolah

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
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Sasarn SKPD Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
PAHLAWAN

Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

3. | Meningkatnya PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER
Pemberdayaan DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Kegiatan  Pelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
KewenanganKabupaten/Kota

| sub Kegiatan Advokasi dan sosialisas] terkait
penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kata
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang
Politlk, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada
OrganisasiKemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Bimbingan teknis dan pendampingan
SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik,

atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi
Kewenangan Kab/Kota

Sub  Kegiatan Advokasi dan  sosialisasi
pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum,
sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota
Keglatan Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan
PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi penguatan
dan pengembangan lembaga penyedia layanan

pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota

Sub Keglatan Kerjasama antar lembaga penyedia
layanan pemberdayaan perempuan kewenangan
Kab/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap
Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan
Kekerasan terhadap Perempuan (KiP) dan Tindak
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Sasarn SKPD Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada

pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan
Kewenangan Kab/Kota

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban Kekerasan
yangMemeriukan  Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Layanan Pendampingan Korban bagi
Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat
Kab/Kota

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan
PerempuanTingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keglatan Advokasi dan sosialisasi Penguatan
dan pengembangan lembaga penyedia layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA

Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan
HakAnak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keglatan Advokasi dan sosialisasi peningkatan

kualitas keluarga kepada pengambll kebijakan dan
pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan
Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan
kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan
oleh pemerintah.

Sub Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan
dalam peningkatan kualitas keluarga untuk
Mewujudkan KG dan Perlindungan  Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
KualitasKeluarga dalam Mewujudkan KG dan
Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam
DaerahKabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

I Kewenangan Kabupaten/Kota
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Sasarn SKPD Program / Kegilatan / Sub Kegiatan

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA
GENDER DAN ANAK

Kegilatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis
dan Penyajian Data Gender dan Anak
DalamKelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan, Penyajian, dan
Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga
Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia

UsahaKewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sub Kegiatan
Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan
Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas HidupAnak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Sub Kegialan Kerjasama antar lembaga penyedia
layanan Peningkalan Kualitas Hidup Anak
Kewenangan Kab/Kota

Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisas penguatan
dan pengembangan lembaga penyedia layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kab/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap
Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup
DaerahKabupaten/Kota

Sub Keglatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan

Kekerasan terhadap Anak (KiA) kepada pengambil
kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan
Kab/Kola

Keglatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
yangMemeriukan Koordinasi Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Layanan pendampingan korban bag |
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Anak Korban Kekarasan Tingkat Daerah Kab/Kota

Meningkatnya PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Pengendalian
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Daerah Provinsi dengan
PemerintahDaerah  Kabupaten/Kota  dalam
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian
Program Bangga Kencana

Sub Keglatan Advokasi, promosi, dan pembinaan
edukasi kependudukan pada Sekoiah Siaga
Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan lenjang
SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli
Kependudukan (Pramuka PK) di kwarir ASN
Pedull Kependudukan (ASN PK) di lembaga
kediklatan/OPD  kabupaten/ serta Masyarakat
Pedull Kependudukan (Mass PK) di Kampung
KB8/Ormas pengelola kelompok kegiatan
masyarakat,

Keglatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Keglatan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaran Sistem Informasi Keluarga

Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data
Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga

Kencana
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB)

Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
Pendudukdan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukas
(KIE) ProgramBangga Kencana sesual Kearifan
Budaya Lokal
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Sasarn SKPD Program /| Kegiatan / Sub Kegiatan

3 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP)

Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi
sertaPelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan
Melode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang
Pelayanan KB

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga
Melalui Pembinaan Ketahanan dan
KesejahteraanKeluarga

Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok

Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor
(UPPKA))

Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran
Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat
DaerahKabupaten/ Kota dalam Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan
danKesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program
Pambangunan Keluarga
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Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG BERKAITAM DENGAN
PELAYAMAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
0 " oo
1|08 | ™M PROGRAM PENUNJANG URUSAN | Predikat Nitai AKIP Kabupaten A Pandapatan A
PEMERINTAHAN DAERAH Tabalong, 20,170.178.157 Asll Daerah 21.109 656.587
KABUPATENKOTA Semua {PAD)
Kecamatan,
Semun
Helurahan!
Deosa
1086 |01 ] 2 | m Parencanaan, Penganggaran, dan Persontasa Hasil Kabupalon 100% Pondapatan 100%
Evaluasl Kinerja Perangkat Dasrah Perencanaan dan Tabaleng, 99.419.567 Asll Donerah 104.390.575
Pelaporan yang dijadikan Semua [PAD)
Bahan Evaluasi Kinerja HKocamatan,
Samua
Kelurahan/
Dosa =
1| 08 | 09 z 01 | O0D6 | Koordinas: dan Panyusunan Laporsn | Jumlah Lapoan Capaian | Kabupaten 14 Pendapatan Asl 14 Laporan
Capaian Kinerjadan (khtisar Realisasl | Kinera dan lkhiisar | Tabalong, Laporan 68808890 | Dasrah (PAD) 72.247 243
Kinarja SKPD Roalsasl Kinara SKPD dan | Samua
Laporan Hasl Hoordinas! | Kecamatan,
Panyugunsn Laporan | Samua
Capaian Kinena dan ikhtisar | Kefurahan' Daza
Realisan Kinana SKPD
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Paryelanggarsan data Pendukung
Statisiik Sakioml Dasmsh

BerAKHLAK 5 P95

Pmrdlwm - Walidata
Penduking Statistik Sektorl
Daarah

Samua
Kecamatan,
Samea

Keiurahan! Cesa

[i]]

o

Palaksanaan Pengumpulan Dala Statistik
Sektoral Dasrah

Jurmiah Data Statistik
Sektoral Daarah yang Taldh
Dikumputisan dan Diperiksa
Lingkip Perangkal Diamrah

Kabupaten

4 Dam

28112827

Parndapalan Asl
Dearah (PAD)

4 Oata

I7 418,258

Administrasi  Keuangan  Perangkat
Daerah

12.050.818.000

l .“”.... “I
{PAD)

13.703.359.950

01

Penyediaan Gajl dan Tunjangan ASN

57 Cvang

13.060 819.000

Pendapatan Asl:
Dasrah (PAD)

57 Orang

13.703 350,080

(1

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Dasrah

Persenlase  Pengelolaan

Administrani Kepegawaian
Walktu,

yang  Topat
Mutakhir dan
Tordokumentasi

45.670,500

47.554.025

1

Pangadnan Pakslan Dinas  beserda
AtributKalangkspannya

Jumiah Pakel Pakatan Dinas
beserls Alnbul Kelengkapan

Kecamatan,

1 Pakat

45 670 500

Pandapalan Ask
Daerah (FAD)

1 Fakal

47954025
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06 | M 0001 | Panyadizan Komponan Instalasi | Jummigh Paket Komponan | Kabupaten ? Paket n Asll 2 Pakel
Listrik/PanaranganBangunan Kentor Instatas) Listrik/Penerangan | Tabalong, 17.483.016 | Daerah (PAD) 18.357. 688
Bangunan  Kanlor  vang | Samua
[headiakan Kanamatan.
Samua
pa— B N Kalurahan/ Desa
o6 | o1 (002 | Penyadiaan Peralstan dan Perengkapan | Jumiah Paket Peralatan dan | Kabupatan 12 Pakot Pencapatan Asll 12 Paknl
Kanlor Periengkapan Kanlor yang | Tabalong, 118072573 | Dearsh (PAD) 125,026,621
Disadinkan Samua
Kecamatan.
Samua
N _ Kalurahan/ Desa ~
06 | 01 0003 | Penyadiaan Peralalan Ruman Tangga Jumiah Paket Pemlatan | Kabupsatan 2 Pake! Pandapalan Asil 2 Pakst
Rumah  Tanggn  yang | Tebalong, 44.380.853 | Dasmh (PAD) 36.078.885
Disadigkan Semua
Kecamalan,
Semua
- — — Kalurahan/ Desa N
os | 01 0005 | Penyedlaan Barang Cetakan dan | Jumish  Pakel Barang | Kabupalen 20 Peke Asli 20 Poest
Fenggandaan Cetakan dan Penggandaan | Tabalong, 59640440 | Deammh (PAD) 62622 462
yang Disadiakan Samis
Kecamaian,
Semus
B L - Kelurahan/ Desa B
08 | o1 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | Jumiah Dokumen Bahan | Kabupaten 12 Pendapatan As 12 Dphunan
Prrundang-untdangan Bacaan dan Persluran | Tabalong, Dokuman 5816000 | Dserzh (PAD) 5 B86.800
Perundang-Undengan yang | Semua
Disediakan Hacamatan,
—
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Panya ro
Konsul Penyslenggarzan Tabalong, Laporan 641,153,161 | Daerah (PAD) 673.210.819
Koordinasi dan Konsultas! | Semua
SKPD Kocamatan,
Samua
N . N N Kalurahan/ Deas - ——
o1 o7 Pengadaan Barang Mk Daerah | Persentase Realisasi | Kabupaten 100% Pendapatan 100%
dengan yang | Kecamatan,
01 o7 Pangadaan Mebal Jumlah Pakel Mebal yang | Kabupatan 35 Unit Pandapatan Asll 35 Uit
[Jsadinkan Tiﬁmm 63.386.070 Daarah [PAD) 68 555373
2]
Kecamalan,
Samua
L - Knlurshan/ Desa
m o7 Pengndasn Pammlstan dan Masin Leineys | Jumiah Unit Pamsistan don | Kabupaton 5 Linit Al & Ut
Mesin  Lainnya  yang | Tabakong, P52 7IB2TH | Doorah (PAD) 265 384 829
Drigadiakan Semua
Kacamalan,
Samua
Kelurahan/ Desa
o o7 Pengadaan Gedung Kanloe atau | Jumlah Unil Gadung Kantor | Kabupaten 1 Unit Pendapalan Asil 1 Unit
Bangunan Lamnys efay  Bangunan  Leinnya | Tabalong 185085000 | Dasmh (PAD) 164:336.250
yang n Semua
Kocamstan,
Semus
- Kaluranan Desa -
o1 08 Penyediasn Jasa Penunjang Urusan | Persentass Jasa | Kabupaten 100% . FPendapatan 100%
Penunjang rusan | Tabalong, 3874487073 |  Asli Dacrah 4.089.211.428
Pemerintahan _ Dasrah | Semua (PAD)
=
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0s | ™M D001 | Penyed|aan Jass Surat Menyural Jumlah Laporan Penyedsan | Kabupaten 24 Asli 24 Laporan
Jasa Surat Manyunat Ts.::‘abung. Laporan #.500.000 | Dasrah (PAD) 4,726,000
ua
Kacamatan,
Semua
B Kelurahan/ Desa
08 | M D002 | Penyediaan Jesa Komunikasi, Sumber | Jumlah Laporan Panyediaan | Kabupaten FT: Asl £8 Laparan
Daya Air danlistrlie Jasa Komunikasi, Sumber | Tabalong, Laporan 257 880,000 | Dasmah (PAD) 270543000
Days Ar dan Listl vang | Semus
Disediakan HKecamatan,
Semua
Kal
08 | M1 0003 | Penyedinan Joasa Paralatan den | Jumilah Laporan Penyadisan | Kobapalon 24 Fundapatan AsH 24 Laporan
Parlangkapan Kantar Jasa Parlatan dan | Tabalong, Laparan 50.671.000 | Daamh (PAD) 53 058,550
Petlengkapan Kanloe yang | Samua
Disadiakan Kaoamatan,
Semua
Halumban/ Desa
06 | 01 004 | Penyedizsan Jasa Pelayanan  Umum | Jumish Laporan Panyediaan | Habupaien 48 Pandapatan Asli 48 Laporan
Kantor Jasa Pelayanan  Umum | Tabalong, Laporan 3.561.756.073 | Daerah (PALD) 3.760.843.878
Kaninr yang Disod|akan Semua
Kecamalan,
Sarmua
B Kelurshan! Desa
06 | o1 Pemeliharsan Barang Millk Daerah Barang yang | Kabupaten 100% Pandapatan 100%
Penunjang  Urusan  Pomerintahan | dipelihara dan berfungsi | Tabalong, 1721247478 |  Asli Daerah 1.007.275.,034
Kecamatan,
Kelurahan/
Desa
T
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Pemeliharaandan Palak  Kendarsan | Parormangan Dinas  atau | Tabalonrg, TEO.0B0.600 | Caarah (PAD) PH8.053.130
Perorangan Dinas slaukendarsan Dinas Samua
| ;mn an P e Semua ;.
i Pajaknya
e Keiumhan! Desa
06 | 01 0006 | Pemeliharagn Peratatan dan  Mesin | Jumish Kondaraan | Kabupaten 35 Unit Pendapatsn Asii 35 Unit
Lainnya Perorangan Dinas atau | Tabalong, T272.000 Daarah (PAD) T B35 &00
Kendaman [hnas Jabatan | Semua
yang Dipisithara dan | Kacarmatan,
dibayarkan Pajaknya Sarmua -
Kelurahary Dasa ;
oe | o nnoa | PamelhermanRehabiitasi Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor dan | Kabupatan 2 Uni Pendnpatsn Ani 2 Unit
danBarngunan Lainnya Ba Lainnys yang | Tabalong, BE3.B94 578 | Daerah (PAD) 1.001 580,304
DipaliheraDimnshebiitosi Samus
Kacamatan,
Samua
i _ Kelumhan' Desa —~
o8 | 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOS1AL Persentase PSKS yang | Kabupaten 100% Pondapatan 100% X
Berkantribusi dalam | Tabalong, 3.011.285.602 |  Asli Daerah 3.161,849 850
Proses Penanganan PPKS | Semua (PAD)
Soemun
06 | 0z Pongembangan  Polensi  Sumber | Jumiah _ PPKS  yang ﬁv&u S Pendapatan :
Kesgjahtaraan Sosial Borpartisipasi datam | Tabalong, 3.011.285.602 MI.IIF w 3.101.849.880
Semua
Kelurahand
Daza
06 | 02 0004 | Peningkatan  Kemampuan  Polansi | Jumiah _ Lambags | Kabupaten z Pandapatan Asl 2 Lambaga: _
SumberHezajahiaraan Sosial | Keselahlersan Soslal yang | Tabatong, Lembaga 2497 413,980 |  Dasrah (PAD) 342283849
Kelembasgagn  Masysekatewsnsngan | Meningkat Kopasiesnya | Semua
Kabupatmn/iKotn Kawanangan Hemmalan,
KabupateniKots Semise
Lo
75
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0010 | Fasiiitasi Pamberian I dan | Jumlah Kabupsien 30 Orang ; Pendapatan Asli 30 Orang
SantunanSosial  bagl  Warakawurl/ me.l'l':ﬂun Ti A 352161 156 | Daerah (PAD) ar1.880.213
Keoluargs  Pahlawan  Nasional Parintis | Pantawan, Parintis | Samoa
mmm.mmmmdmmm.
Parintiskemardokasn Duh Perintis Kemardakaan | Samua
mamparolah | Kelumhan/ Dess
pnﬂghmgnn dan sanlunan
sosial
0011 | Panganalan, Penanaman dan | Jumiah Orang yang | Haipaten 38 Orang Asli 38 Orang
Panghaystan  Nitai-NilsiKepahiswanan, | Mengikull dan Mendapatken | Tabslong, 228,662 456 | Dasrah (PAD) 230 600 578
Keperintisan, Kesstiakawanan | Pengenalan, Pensnaman, | Semua
danRastoras Sosial dan Penghaystan Nilai-Milel | Kecamatan,
Kepahlawanan, Semua
Kaparintisan, Kalumhan Desa
Kasallakawanan dan
Rogioras! Sosal
0014 | Paningkatan Kemempuan Potens: Sumber | Jumiah Penyuiuh  Sosal, 100 Orang Pendapatan Asll 100 Orang
Kessjghleraan  Sosial  Perssorangan Lillity Sosigl | Tabalong, 2131148800 | Daerah (FAD) 2237 706240
Kewsnangan 1 Mesyarakal, Pakerda Sosial, | Semua
Pavares Sosial Masyaraksl | Kecamatan
danfatay Tonaga | Semua
Kasmjahieraan Sogial | Kalumhan! Desa
Hacamatan yang Meningkal
il ispaatanryn = —_—
Mamparalsh i Tabaleng, 3.979.395.649 |  Asll Daerah 4.178.385.429
Somun
Kelurahan/
Dasa
- =
76
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108 [ 04 2 | 01 | 0001 | Penyadiaan Parmakanan Jumizh  Orang  yeng | Kebupaten 4,850 Pundapatan Asl 4,850 Grang 3,100 681,080
Mendapatkan  Pemenuhan | Tabaiong, Orang 2853220056 | Daomb (PAD)
Kabutuhan Permakanan | Semua
Sesual dengan Standar Glzl | Kesamatan,
Minimal Kawgnangan | Semua
108 | 04| 2 | 01 | 6002 | Penyediaan Sandang Jm_mt'm or. ::t‘u&m 1865 Pandapatan Asli 1885 Orang 221.073.640
um yang
Menerima Fﬁun dan | Tabalong, Drang 210,548,833 | Daemh (PAD)
Kelengkapan Lainmya yang | Semua
Tersadia dalsm 1 Tahun | Kecamatan,
Kwwonangan Samua
Kabupaten/Kota Kelurahan’ Dess
1|06 | o4 | 2 | 07 | ODO3 | Penyadiaan Alst Bantu Jumlah Orang yang | Kabupaten 83 Orang Pandapatan. Asli 63 Drang 151811013
Mendapatkan Alat Banty | Tabalong, 144 581 818 | Daomh (PAD)
dan Alat Banlu  Perags | Semua
Sesyal kabutuhan | Kecamnatan,
Kewanangan Samua
KabupateniKota Kelurshan/ Desa
1|06 |04 ] 2 | 01 | 0004 | Pembedan  Pelayanan  Reundfikani | Jumlah  Orang  yang | Kabupaien 21 Orang Pandapatan Asli 21 Orang 5.872.230
Keluarga Mendapatkan Palayanan | Tabalong, 5,582,600 | Dasmh (FAD)
Reunifikas| Kelusrga | Samua
Kewanangan Kecamatan,
Kabupaton/fols Samua
- N . . Kadisraharn Ceas
1|06 |04 2 | 01| 0005 | Pemberisn Bimbingan Fisik, Mental, | Jumiah Pesera Bimbingan | Kabupatan 10 Orang Pandapalan Asli 10 Orang §.142.500
Epiritial. danSosial Fisik, Mantsl, Spirtual dan | Tabalong, S850.000 | Oaomh (FAD)
Sosial Kewenangan | Samua
Habupatan/Kols Kecamatan,
Samua
Kalurahar Desa
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“Fambaran  Bimbingan  Sosialkepadn |

Ketuarms Penyandang Dimablites
Tedantar, Anak Teramar, Lanjut Usis
Tataniar, serla Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat

BerAKHLAK J5Fe%s,

iy, e g ey

Spsisl kspada Maluarga
Fanymndsang Disatitas
Terdantar, Ansk Terantar,
Lanjut Usla Terantar, sera
Getandsngan Pangames dan
mm Kewamnangan

50 Orang. |

84,137 620

a1

Parmbarian Aksas ke Layanan Pandidlkan
dan Kesehatan Dasar

Jurniah Orang Yang
Mendapatkan Akses ke
Layanan Pendidian dan
Kasahalian Dasar

o1

aons

Pemberian Leyanan Data dan Pengaduan

B7 Orang

31.660.000

l-‘wﬁl_pll‘an Ash
Daarah (FAD)

87 Grang

32,602.500

140 Orang

7.200.000

Pendapatan As
Dasrah (FAD)

180 Orang

7.560.000

o0

Pambanan Layansn Kedarurstan

30,860,000

Pandapatan Asl
Daaergh (FAD)

20 arang

17 508,000

m

oot

Pamberdan  Palayanan  Panalusuran
Keslarnga

4 Grang

5.013.800

Pendapatan Asll
Daarah (PAD)

2 Orang

5.264.585

o1

o2

Pemberian Layanan Rujukan

32,040,000

Pandapatan Asi
Draarah (PALD)

105 orang

33.842.000
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01 | 0014 | Faslitas! Pambuatan Dokuman | Jumiah  Orang  yang | HKabupaten 16 Omng Fendapatan Al 16 Drang 5.870.000
Kapandudukan bagiPanyandang | Terpendbi Kabuiuhan | Tabalong, S400.000 | Damsh (PAD)
Disabilitas Tarantar, Anak Terdantar Lanjut | Pembuatan Dokuyman | Semua
Usin  Terantar, Gelandangan dan | Kepandudukan bagt | Kecamatan,
FengamEkKewanangan Kabupaten/Kole Penyandang Dizabiltes | Samua
Terdantar, Anak Tedantar, | Kelurshan Desa
Lanjut  Usis  Tarantar,
Gelandangan dan Pengemis
Kewsnangan
g
01 | 0017 | Penyedman Porbokaian Kesshatan .lmnl: Crang  yang | Kabupaten 12 Orang Pandapatan Asli 12 Orang 4 536.000
Mendapalkan  Pemenuhan | Tabalong, 4370000 | Daemh (PAD)
Kebutuhan Parbekalan | Samua
Kesehatan ol Luar Panti | Kecamatan,
Kowanangan Sembua
Rehabilitasl  Soslal P : ﬁ Non » ' 100%
NAPZA di mem Kecamatan,
Semua
01 | 0097 | Kera Sama antar Lembaga den Kemitraan | Jumiah  Dokuman  Hesil | Kabupstan 10 Pondapatan Ash 10 Dakuman 471857 381
dalamPelgksanagn  Rehabiitasi Sosial | Koordings! dan Kerla Sama | Tabalong, Dokurmen 449483220 | Danrah (PAD)
Kabupaten/Kota antar Lambags dan | Samua
Kemiirman dalam | Kecamatan,
Pelaksanaan  Rehabilitasi | Semus
| Sosial Kabupstarn/Kota Kelurahan/ Desa =
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN | Persentase Heluarga | Kabupaten 100%, Pendapatan 100%
JAMINAN SOSIAL Miskin  yang Menerima | Tabaiong, 17.169.111.724 Asli Daerah 16.027 567,320
Pelaysnan Kessjahteraan | Semua (PAD)
Sosial Kecamatan,
Persantase Keluarga | Semua 100% 100%
Miskin yang Memperoleh | Kelurahan!
Bantuan Sosial Desa
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06 | 06 01 | DOM1 | Penjangkauan Ansk-Anak Teraniar Jumiah Anak-Anak Taraniar 510 Orang Pandapatan Asi 5§10 Orang 3.889.562 700
yang Difangkau 3704 364 000 |  Daarah (PAD)
Kabupatenfots
06 | 05 02 Pangelolaan Data Fakir Miskin Cakupan | Jumiah _ PPKS  yang 15000 Pendapatan 150000
Dasrah Kabupaten/Kota Mendapatkan  Layanan Orang 13.464.747.734 |  Asli Dnerah Orang 14.137 985.120
08 | 05 02 | 0007 | Pandatasn  Fakir Miskin  Cs=kupan | Jumizh Fakir Miskin | Kabupaten 15000 Pendapatan Azl 16000 ZrA.007 476
Oasrahiabupatentota Cakupsan Daargh | Tabalang, Orang 260007120 | Dasrah (PAD} Criang
Kabupstan/ola yeng Didsts | Samua
Facamatan,
Sefmus
Kalurahan/ Dasa
b8 | 05 02 | G004 | Fasiltas! Bantuan  Pangembangan | Jurmiah Orang Mendapatkan | Kabupsten 120 Crang Pandepatan Asli 120 Drang 380.457.584
EkonamiMasyaram! Banmiuan  Pangembangan | Tabalong, IEZAS0.080 | Dmearsh (PAD)
Ekonami Mesyambkal | Samua
K inawara rgpan Kacamatan,
KabupatanKota Samua
_ Kalurahan Desa
os | 05 0F | 0006 | Fastes: Bantsan Sossl Hesephtersan | Jumish Penenma Manfeal | Kabupaten 18000 Pandapatan Asli 16000 13.123.608.120
Heluargs {PM) yang MWendapatkan | Tabalong, Orang 124088 674 400 | Dmerah (PAD) Cirang
Bantuan Sosial | Semus
Kesajahtaraan Keluarna | Kecamatan,
Kewinangan Semua
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1|06 |06 | 2 | D2 | 0ODB | Pangsiolaan Data Fakir Miskin Cakupan | Jumiah Usulan | Habupatan 12 Usalan Pendapatan Asii 12 Usiilan 360,901 940
DaamhKabupataniota Panindeklayakan,  Usulan | Tabalong, 343.716.134 | Daarah (FAD)

1|08 | o8 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Porsentaso Keluarga | Habupaten 100% Pe 100%

Miskin yang Mendapat | Tabalong, 1.160.555 064 1.226.979.666

i

1|06 |06 2 | 01 | CODT | Penyedaan Makanan Jumiah Orang  wyeng | K i 5000 Pandapsitan Asll 5000 Crang 116078320
Mandapalkan Permaksnan | Tabalong, Girang 109.588 400 | Daamh (PAD]
A dalam Masa | Semus
Tanggap Daryral | Hacamatan,
{Pengungsian) Kewenangan | Samua _
Kabupaten/Kota Kalumhan! Desa _ |
1| 06| 06| 2 | 07 | 0002 | Penvediaan Sandang Jumlah Cirang Kabupaten 1000 _ Pandapatan Asli 1000 Crang 160.511.772
Mendapatkan Pakaian ﬂun Tabalong, Orang 143347 545 | Daerah (PAD]
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Kabupaten/Kota
06 o Penanganan Khusus bagl Kelompok | Jumiah Orang yang | Mabupatsn 30 Orang Pendapatan Ash 30 Orang 41218118
Ranlan Mendapatkan Penanganan | Tabajong, 30256304 | Dosmb (PAD)
Rhusus bag Kelompok | Samua
Refitan Kacamalan,
Kabupatentola Samun
Halurahan! Desa
DB 01 Peiayanan Dukungan Psikososial Jumish Korban Bencans | Ksbupaten 50 Orang Pendapatan Asali 50 Orang 22 443,750
yang Mendapatkan Layanan | Tabalong, 21.375.000 | Dasrah (PAD)
Dukungsn Peicosasial | Semua
Hewenangan Kecamatan,
KabupatanKotn Samua
Kolurahin Deda
08 o1 Panyadiaan  Tempal  Penampungan | Jumizh Tempal | Kabupaten 1 Tempat Al 1 Tamnpat TO.487.000
Pangungsi Pangungsien  Kewsnangan | Tabalong, 67 140.000 | Daeerah (PAD)
Kabupaten/Kota Samus
Hecamatan,
Semua
L L Kelurahan Desa = FT
06 2 arad Pemberdayaan | Jumlah terdampak | Kabupaten B0 Jwa ' itan Aski Jhim
Masyarakal Terhadap Mosiapsiagaan mh yang | Tabalang, ' TB7B37.815 | Desrah (PAD) ' B27.220.708
(Bencana Banijir Kecamalan,
Semua
Desa
06 (1] Koordines!, Sosialessl dan Pelaksanaan | Jumlsh  Kampung  yang | Kabupaten 3 Pandapstan Asii 3 Kempung 32 865 a8
KampungSiaga Bencana Melaksanskan  Koordngsl, | Tabaiong, Kammping 31138560 |  Daamh (PAD)
Sesialisasi dan Palaksanaan | Semua
Kampung Sisga Bencana | Kecamatan,
Samua
Kabu paten/Kota Kslurahan/ Desa -
[ 0z Koordinasi, Sosialisas) dan Pelaksanaan | Jumlah Crang yang | Kabupatan 25 Qrang Asil 25 Drang 420744000
Taruna SisgaBancana Melaksanakan Koordinasi, | Tabalong, 400 GBOODY | Dasah (PAD)
Sosialivasi dan Palskagnash | Semus
Taruna _ Siaga Bancans | Kecamatan,
— -
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Kabupstan/Kola Kalurahen! Dasa
06 0003 | Peningkalan Kapasitas Relawan Tarung | Jumiah Relawan Taruna | Mabupasien 20 Orang Pendapatan Astl 20 Orang 174 484 800
SiagaBencane Tingkat Muda Slagn Bencans  Tingkat | Tabalong, 166.176.000 | Dasrah (PAD)
Muda yang Meningkat | Samue
Kapasiasnya Macamatan,
Samua
Halurahan/ Dess
05 0006 | Fasilitssi Kampung Slega Bencana dan | Jumiah kampung siegs | Kabupaten 3 Diasa | Pandapatan Asli 3 Dasay 131 857 673
Lumbung Sosial bagi masyarakst di | bencana dan lumbung sosial | Tabalang, Kalyrahan 125672.875 | Daerah (PAD) Kalurahan
wilayah rawan bancana yang difasilitns| Samua
Kacamatan,
Samua
. Kalurahary Dosa
i 0807 | Faslitasi Banlusn Leangsung Berupa Uang | Jumish Koman Bencans | Kabupalen 50 Asll 50 Kuluprga: 28.350.000
Tunai bagikorban Bencana yang mundapatkan Banluan | Tabalang, Kalugms 27.000.000 | Dasrah (PAD)
Langsung Boerupa Usng | Ssmua
Tunai Kacamatan,
Samua
Kalurahan/ Desa B —
06 GOOB | Sosialisas| dan Edukasi pananggulangan | Jumiah Anak Usis Sekoian | Kabupaten 250 Orang Al 250 Orang anNg7 744
Bencanspada Anak Lsta Sakolah yang Mendapatkan Edukasl | Tahalong, 37168280 | Dasmh (PAD)
n Bencana | Samua
prada lokas! rewan beancena | Kecamatan,
Keranay Dess
o7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN | Porsantase PSKS yang | Kabupaten 100% Pendapatan T00%
MAKAM PAHLAWAN Barkontribusi dalam | Tabalong, 52.519.653 Asll Daerah 55145835
Kecamatan,
Samua
Kalurahan!
Dosa
= —
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06 | T 01 | 0002 | Pemedinaraan Taman Makam Pahiswvan | Jumlah Makam yang | Knbupatan Z Makam Pandagatan Asli 2 Makam 56 145 835
Nasional Kabunsten/Kota Terpanuhl  Pemalhamnnys | Tabalong 52510653 | Deemh (PAD)
pada Taman Makam | Samus
Pahlawan Kebupatan/iota Kecamalan
Semua
= Kedurahan/ Dasa
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIE
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANANDASAR
a8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
o8 | o2 ROGRAM
P 'PENGARUSUTAMAAN | Persontase Kabupaten 3% Pandapatan "%
GENDER DAN PEMBERDAYAAN | Responstl Gendar (ARG) Tabalang, 955.812.880 Asli Daarah 1.003.803.532
PEREMPUAN e Samun (PAD]
Parsentase  Porompusn | Kecamatan, 100% 100%
yang ditingkatkan | Semua
Kelurahan!
08 | 02 o1 s umiah  SKPD
n Pengarusutamaan | J yang | Kabupaten 38 SKPD Pendapatan 38 SKPFD
Gender (PUG) padn Lembaga | Melaksanakan Responsi | Tabalong, 179.505.843 Asll Doerah 183,481,135
Pemerintah Gandar Semua {PAD)
Kewenanganisbupaten/ota Kacamatan,
Samua
Kalurahan/
Desa
08 | 02 01 | 0015 | Advokasi dan sesinlisansl lereait | Jumlah pamanghu | Kabupatan 81 Pandapatan Asli 51 Lembaga 188 481,135
paryelanggaraan PUG kewenangan | kepenbingmn lingkal | Tabalong, Lembagsa 178 506, 843 Daamh (FAD)
Kah/Kaotn Kah/ata yang | Semua
mendapatsan advokas| dan | Mecsmiatan,
Hancangan Awal Rencana Kevja Dinsos, PIATP2KEB Kab. Tabalong &4
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2080z 2 Pemberdayaan Perempusn  Bidang | Jumis gk Kerja | Kabupaten 100 Pondapatan 100 Orang
pada OrganisasiKemasyarakatan | Mendapatkan Advokas| Semua (PAD)
Kecamatan,
Samua
Kelurahan/
Dasa
o8| 2| 2 0011 | Bimbingan beknis dan pendampingan SOM | Jumiah  SDM  organisasi Mabupaten 160 Orang ﬁmumtmm 160 Ovang 111,857 760
pembardaysan  perempuan i bidang | kamesyarekatan, Tabalong, 106 531200 [ Daemah (PAD)
politlk, stEy hukum, atau sosial dan alau | permampuan potensial, | Samua
akonormi Kewsnangan Kab'Hots parampuan panvintas | Kecamatan,
kokarasan dan atau rentan | Samua
minfnya yvang mendapalkan | Kalirshan/ Desa
bimbingan  leknts  dan
o pandampingan
2jos|oz| 2 0013 | Advokasi sostalisasi pemberdayaan | Jumilsh lembaga masysrakat 5 Pandopatan Aali 5 Lembags TG B4R 554
perampusn  di  bidang politik, hukum, | dan  pemerintah  tingkat | Tabalong, Lembaga T6.046.242 | Deerah (PAD)
sosial, danfateu ekonomi Kewsnangan | KabfHola Semiun
Kab/Hola mandapatian advokasi den | Keoamatan,
soBiHiEan Semus
Pen dan Persentase di Hl(:dsup_im 0°
2|08 | 02| 2 anguatan _ Pongombangan . _ Koordinasi on 100% Pundapatan 100%
Lembaga Penyedia Layanan | dan  Kolaborasi  antar | Tabalong, 593.729.604 |  Asli Duerah ) 823,416,083
Pemberdayaan SBemia
Perempuan yang Lebih | Kelurahan!
Z| o8| o2 | 2 D013 | Agvokas: dan sosufisasi pengualan dan | Jumish lembegs penyedia | Kabupstsn ] Pandapatan Ash 5 Lamitaga
pengambangan  lembaga  panyedia | laysnan pamberdayaan | Tabalong, Lambaga 243,756,348 | Daerah (PAD) 255.944 1685
lsyanan  pemberdsysan  persmouan | perampunn lingksl KsbiKols | Samus
Keweanangan KalvKoln yang mendapatian advokas | Kecamatan,
——— ———
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pamarintah dan rion | Keluranan/ Desa
pramariritaty)
2|08 |02 2 | 03|00 | Hefjgsama  anlair  jambaga penyedia | Jumlsh kefjasama  antar | Kabupaiss 1 Asli 1 Dokuiman
layanan  pembsrdayaan  parampuan | lembaga penyedis layanan | Tabalong, Cokumen 349973256 | Dasrmah (PAD) 367 A71.918
awargngan Kah'Kola pambardayEsan perampuan Samus
Kacamatan,
Samua
_ Kelurshan/ Dasa
2| o8 | 03 PROGRAM PERLINDUNGAN | Persentase  Perempuan | Kabupaten 100% Pendapatan 100%
PEREMPUAN Korban Kekorasan don | Tabalong, 153.301.037 Asll Daerah 157 266,088
TPPO r-u Mendapatkan | Semua {PAD)
Layanan komprehensit Kacamalan,
Somun
Kelurahan/
2(08 02| 2 |01 memm mﬁpu- 100% Pandapatan 400%. =
atau diselesaiknn dengsn | Kecmmatan,
Perjanjlan Bersama Samua
Kelurahan/
2|08 | D3| 2 | 01| 0009 | Advokssl  dan  aosishsasi  pencegahsn | Jumiah Wegatan sdvoiss | Ksbupsten 1 Kagintan Pendapatan Asil 1 Kegintan 93154 463
Kekerasan terhadap Perempunn (KiP) dan | dan sosialisas| pencegshan | Tahabong, BB.F18.53T7 | Daeran (PAD)
Tindak Phiana Perdagangan Orang | Kekerasan terhadap | Semua
(TPPO) kepada pangambil kebijakan dan | Perempuan (KPP} dan | Kecamatan,
pemangky  Kepantingan  Kewsnangsn | Tindak Pidana Samua
Kat/Kota Orang (TPPO) tingkat | Welurahan!/ Desa
Kab/ala, dan masyarakat —— =
2|08 (03| 2 |03 Penguatan Fengembangan | Persentass Petugas | Kabupaten 100% | Pendapatan 100% .
Lambaga menﬁ Layanan | Layanan yang ftelah | Tabalong, T0.582.500 | Asll Dasrah 74111625
ww- manglkuti pelatihan | Semus (PAD)
karban kekorasan Semua
Kelurahan/
Dosa
Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, PIAP2KE Kab. Tabalong 86



100%

— 318.180.020

01

10 Orang

Pandapatan
Daerah (PAD)

AEN

10 Orang

111 458 386

m

monilofing avaliasi dan petaporan dalam
peningkatan  kualitas  kelsarga  unluk
Mewujudkan KG dan Pedindungan Anak
Kewanangan Kabupaten/Kota

Dokuman

Ash
Daerah (PAD)

1 Danuman.

206.712.634
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budays, guna menjamin
iry s kasatsraan
gander  dan  parlindungan
hak snak o lingkal
kabupaten/ola, BEABLE
cinngan kehijakEn
pembangunan dasah yang
ditetapkan oleh pamerintah.
04 (1] Pongustan dan  Fengembangan | Pementasa lembaga | Kabupaten 100% Pandapatan 100%
Lambaga Penyedia Layanan | penyedia layanan | Tabalong, 270.185.758 Asll Daerah 283.699.248
Peningkatan MunlitasMeluarga dalam | peningkatan hualitas | Semus (PAD)
Mowujudkan KG dan Hak Anak yang | kelurga yang memenuhl | Kecamatan,
Wilayah Ker|anya dalam | standar lsyanan Somus
Kolurahan/
Daza
na nz peningkatan kapasias Lembega Peayedia | Jumiah Lombags Penyeca | Kabupaten & Pendapatan Asl & Lembaga 223,680,245
Layaman Peningkaian Hualias Helusrga | Layanan Paningkatan | Tabalong, Lambags 270180 750 | Dasrah (PAD)
Kawnnangan Kabupatsniols Kualtas Keluarga yang | Semua
mandapsiean  paningkatan | Kecamatan,
Kapasitas Bemua
| Kelumhan! Desa
o5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM | Tingkst Pemanfaatan Data | Kabupaten 100% Fandapatan 100%
DATA GENDER DAN ANAK Gender dan Anak dalam | Tabalong, 57.313.500 Asll Daerah 60.179.178
Parsncanaan, Evaluasl | Semuas (FAD)
danfatau Penyusunan | Kecamatan,
Kebijakan Semua
Kelurahand
Pengumpulan, Pengolahan Peng K 100%
o5 o Pan lan, Analisis dan | Porsontass umpulan, | Kabupatan 100%
Penyajian Oata Gender dan Anak | Pengolahan Analisls | Tabalong, 57.313.501 Asll Daerah 60.179.176
DalamKolombagann Data ol Tingkat | Penyajian  Data  Gender | Semus {PAD)
Dasrah Kabupaton/Kota dan Anak dalam | Kecamatan,
Kslambagsan Data Samun
Kelurahan/
Desa
—
58




Panyndiaan, Panyafinn, dan Pemanisatan
Data Gander dan Anak Kab/Kots Gandar danp Anak ungkal 57,313,507
KahiHota yang Tersedia Semus
Kacamatan,
Semua
~ Keiurahan/ Desa | _
08 | 06 01 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK | Indels Pemanuhan Hak | Kabupaten 63 Indehn Pendapatan B4 indeks
{PHA) Anak (PHA) Tabalong, BE2.766.008 | Asi Daerah 716.904.370
Semua {PAD)
Kecamatan,
‘Semun
Desa
08 | 06 (1] Polembagaan PHA pads Lembaga | Porsentase  Hecamatan | Kabupalan 100% Pandapatan 100%
UsahaKewenangan Kabupaten/Kota Semua (PAD)
Kocamatan,
Samua
Kaolurahan/
08 | 08 o1 Bimbingan Teknis dan Pendampingan | Jumlah SDM Perangkal | Kabupaten 240 Drang Prndapatan Asil 240 Orang 278.002.6834
Palaksanaan Kaebijakan Pamenuhan Hak | Daarah  Kab/Kota  serla | Tabalong, 282 859,652 | Dasmah (PAD)
Anak Kewesnangan Kabugaten/Kota lambaga non  pemetintah, | Semua
madia dan  dunia  saha | Kecamatan,
kewsnangin KabKota yang | Semua
mardagatikan bimbingan | Kelurahan Desa
02 Penguatan Pengembangan WF@N“WW Kabupalen Pendapatan 100%
08 | 06 dan T Persentase 100%: ) : ?
Lembaga Penysdia Layanan | penyadia inyanan | Tabalong, 419006416 | Asll Daerah 440.901.738
Peningkatan  Kualitan  HidupAnak mﬂl-! kualltas | Bamua {(PAD)
HKewenangan i ] anak yang | Kecamatan,
maemanuhi standar | Semua
Inyanan ramah anak. Kelurahan/
Desa
———
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laysnan Peningkatzn Kusitas Hidup Anak | lembaga penyedia layanan Lembaga 39011016 | Dasmsh (PAD] Lombaga
Kewanangan KabKots Paningkatan Kualitas Hidup | Semua
Anzk Kawsnangan Kabhotle | Kecamatan,
Samua
Ealurahan Desa
N8 | 06 02 | D012 | Advokasi dan sosiallsas) penguatan dan | Jumish Lembaga tingkat | Kabupaten 12 Pandapatan Asl 12 Lembagsa 106,840,170
pengembangan  iesmbage  penyedia | Kab/Kota yang | Tabalong, Lembaga 100885400 |  Caamb (PAD]
lmyanan Peningkstan Kualtas Hidup Anak | mendapatkan edvokss! dan | Semua
Kewanangan Kabfola soslalsas| (lambaga | Kecamalan,
pemerniah  dan non | Somus
- _______________| pemarntah) Kelurshan! Deea
08 | OT PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS | Indeks Parlindungan | Kabupaten 888 ﬁum 88,9 Indeks
ANAK Khusies Anak | Tabalong, _% 128.524 021 Asli Dasrah 134 950.222
Pe = e 1 3 (PAD) T
Khusus yang | Samus
mandapatkan Layanan | Kelurahan/
Komprhaosif Dasa
08 | 07 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak | Parsentase Kasus | Kabupaten 100% Pandapatan 100%
yang Melibatkan para Pihak Lingkup | Kekerssan Anak  yang | Tabalong, 128.524.021 |  Asli Daerah 134.950.222
DaarahKabupaten/Kota Semua (PAD)
Kecamatan,
Bamun
Desa
08 | o7 01 | G012 | Advokasl dan sosiziisasl poncegahsn | Jumish kegstan advokss) | Kabupsisn 1 Kegiatan Pandanatan Asl) 1 Kegistan 134 850227
Kekprasan terhadap Anak (KIA) kepada | dan sosiallsasl pencegahan | Tabalong, 128 524 021 Daerah (PAD)
pangambil  kebijakan dan  pemangky | Kekerssan terhadep Anak | Ssmum
kepentingan Kewsnangan Kab/Koln (A} tingkal KabfKola dan | Kecamatan,
miagyarakal. S
— — Kelurahan! Doss
14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGABERENCANA
14 | 0z PROGRAM PENGENDALIAN | Persentase  Kehamilan | Kabupaten 10.2% |7 Pendapatan 10,2%
PENDUDUK Tidak direncanakan (KT0) | Tabalong, 446647814 | Asll 468.980.203
—
Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, PLAP2KB Kab. Tabalong a0
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14 | OF 01 Pelaksanaan Fapat Pengandalian | Jumiah Laporan Rapal | Kabupaten 10 _ Pendapatan Asli 10 Kagiatan 1688 812.099
Program Bangga Kencana Pengendalian Frogram | Tabalong, Kagatan 180 BGR.666 | Dasmh (PAD)
Bangga Kancana | Semua
(Pernbangunan  Heluarga, | Kecamatan,
HKapandudiikan, dan | Semus
Kal ‘Blerencnna Helumhan/ Desa
14 | 02 o Advoikas), promosi,  dan  pembingsn | Juemish [Bporan pelaksangan | Kabupsten 1 Leporan ) Pondapaten Asl 1 Lapoman / 22427760
adukasl kependudukan pads  Sekolah | kegiatan advokes!, premesi, | Tabalong, { Dokuman 21350772 | Cassah (PAD) Cltswirnan
Siage Kepsndudukan (SSK} di satusn wmn edukasl | Semua
pandidikan  jenjarg  SDVsaderajat  dan uddukan Hacamatan,
SMP/ Pramukz Pedull Kepsnduduken | Sakoish Samua
(Pramuka PK) di kwarfr ASN Pedull | Kepsndudikan (SSK) dl | Kelumhan! Desa
Kepandudukan (ASN PK) dl lembaga | saluan pendidikan jenjang
kedikiatanyOPD knbupaten'  sern | SDisederaist  dan  SMP/
Masyarakatl Padul Kependudukan (Mass | Pramuka Pedull
PK] di Kasmpung KBOrmas pongeiola | Kependudukan  (Pramuka
kelompak kegialan masyasakal PK} di kwertr ASN Pedull
Kepandudukan (&SN PK) di
lgmbaga  kedklatan/OPD
kobupatens santa
Masyarakat Pedull
Kepandudukan (Mass PK) di
Kampung KBQrmas
pangaiols knlompok
Rancangan Awal Rencana Kerja Dinsos, PRAP2KR Kab, Tabalong 91




BHAKHLA

F

@

4| a2 D2 | 0009 | Pembiraan dan Pangawssan | Jumiah Lapoman Pembmasn | Kabupaten iz Fanoapatan Ash 12 Laparan 12 765369
Panyalenggiaran Siatem Informas| | dan Pongawasar | Tabalong, Lapomn 123580876 | Daemhb (PAD)
Kaluarngn Penyelanggamman  Sistem | Samus
Informasi Keluama Kacarmalan,
Samua
Kalurahan! Dlesa
14 | 02 02 | 0013 | Pengolahan  dan  Pmlaporan  Data | Jumjan Dokumen | Kabupaten 12 Poendapatan Ash 12 Dakumen 9.218.475
Pangendalian Lapanpan dan Pefayanan F'angullmﬂ dan Potaparan | Tabalong, Dhokamien BTroE00 | Daerah (FAD)
-] Pengendalian | Samua
annulln dan Podmyanan | Kecamatan,
KB Eemua
Kalurahan! Desa
14 | o2 02 | 0018 | Pembinaan dan Pongawasan Ponzatatan | Jumiash  Laporan  hasil 12 Pandapsitan Asl 12 Laporan 117.652.500
dan Pelaporan Program Bangga Kencana | Pelaksanasn  Pembinaan | Tabalong, Laporan 12050000 | Dasrsh (PAD)
dan pangawssan Program | Ssemua
Bangos Kanoans Kanarmatan,
Semua
Ry B Kelurahan! Dasa -
14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA | Angka “Provalensi | Kabupaten 908 Pendapatan 90,85 i
BERENCANA (KB) Komraseps| Meodern/ | Tabalong, Anghka 1.067.088,855 Asll Dasrah HAngha 1.120.442 401
Modern  Contraceplive | Semua (PAD)
| (mCPR] Hecamatan,
Persontasa Kebutuhan | Samua 3.43% Z.98%
ber-KB lm Tidak | Kelurahan/
1| 03 ol Polaksanaan Advokasi, Komunikasi, “Kabupaten 100% Pendapatan 100%
Informasi  dan  Edukasi Penggunaan Metode | Tabalong, 80416715 |  Asli Daerah 93.887.550
Pengendalian Pendudukdan KB Sesuai | Kontrasepsi Jangka | Semun (PAD)
Kearifan Budaya Lokal | Kecamatan,
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Komunikest. Informasi dan Ecukasi (KIE)
ProgramBangge Kencand sesuai Kearifan
Budays Lokat

Jumlah Komurifkasi,
Informasi dan Edukesi (KIE)
Pmgram Bangga Kencans

BB 21615

Pandapatan AsH
Diaerah (PAD)

1 Dakuman

83,887 550

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh
KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

il

03

Penggerakan Kader Instiusi Mesyarakal
Padasaan (IMP)

B850 Orang

B5G A86.000

Pendapatan Ash
Danmh (PAD)

564,709,300

i

100%

2| 4

02

0ooa

Paningkatan  Hessrasn  Penggunsan

Matode HKontraseps: Jangka Panjang
(MELIP)

Jumilan Orang yang
Mangikuti Kasartaan
Panggunaan Maioda
Korfrasepsa: Jangka Panjang
(MKJP).

Kalurahan/ Dasa

952 Ommng

Pendapatan Asil
Dasrah (PAD)

30435809
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Peauniang Pelayanan KB 116.577.755 Doarakl (PAD)
Semus
Hecamatan,
Samua
I Kelurshan' Dass
2| 14 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN | indeks Lansia Berdaya Habupatan 67,56 Pandapatan 67,6 Indoks
PEMINGKATAN Tabalong, Indeks 186,628,320 Asll Daerah 174.957 8358
SEJAHTERA (K5} Indoks Somun 889 (PAD) 8895
Keluarga yang Memilikl | Kecamatan, indeks Induks
| Romaja Semua
Parsentase Keluarga yang | Kelurahan/ 100% 100%
Muongihud| Helompok | Desa
Z| " Pelaksanaan P Keivarga mm Kabupaten 100% Pondapatan 100%
Malalul Pembinaan Ketahanan dan | Kegistan Ketahanan | Tabalang, 152.860.670 |  Asll Daerah 160.503.703
KesajahtersanKefuarga Kesojahteran  Keluarge | Semus (PAD)
yang Akuf Kecamatan,
Samua
Kelurahan/
2| 14 D017 | Promom  dan  Sosialisasl  Kelompok | Jumigh : Hagll | Kabupaten 1 Laporn F'Hndﬂpﬂmn Asll 1 Laporan IEﬂ.ﬁﬂﬂ,ﬁ
Kogiatan Kaelahanan dan Kesejshlerasn | Promosl dan  Socsiallsasl | Tabalong, 152 BE0.670 | Dmamh (FAD)
Keiuama (BRB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R | Kelompok Kegiatan | Samua
dan Usshs Paningkatan Pendapatan | Ketabanan dan | Kecamatan,
Knluargs Aksantar (LIFFICA)) Kasalahteraan Keluarga | Semua
{BKB, BKR. BKL, PPPHS, | Kelumshan' Desa
PIK-R din Pemberdaysan
Ekonom| Keluarga/UPPKS)
2|14 Pelaksanaan dan Foningkalan Peran | Personiase Kelompohk | Kabupaten 100% Pandapatan 100%
Sorta Tribina Akt | Tabalang, 13.765.650 | Asli Dasrah 14.453.932
Tingkst Daseahiabipstent Kot deism [ Jumiah Celon Ponghn | Semu % (PAD) %
Pambangunan Keluarga Molalul | Mendapatkan Bimbingan | Kecamatan,
Pombinaan : Perkawinan dengan Maler| | Samua
danKessjahteraan Keluarga | Stunting Kelurahan!
Persentase  Kelompok | Desa 7B 0%
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14 | 04 DZ | 0DU8 | Promos: dan  Sosaisasi  Program | Jumiah  Laporan | Hasil | Kebupaten 1 Laporan Penoapatan Asli 1 Lapuean 14 453832
Pambangunan Kelusmge Promosi dan Sosialisssl | Tabalong, 137685650 | Daworah (PAD)
[T
o8 | 03 100% Pendapatan 160% ;
75.434.323 Asll Dsarah 79,206 039
(PAD)
o8 | 03 02 aan Layanan Rujukan Lanjutan | Porsentase  Perempuan | Kabupaten 100% Paondapatan 100%
yangMemeriukan Koordinasl | menarima Layanan | Ssmua {PAD)
Kabupaten/Hota Rujukan Lanjutan | Kecamatan,
Semua
Kelurahan/
08 | 03 0010 | Laymnan Pendampingan Korban bag | Jumlsh Perempusn HKorban | Kabupaten 21 Orang Pendapatan Asll 22 Orang 79.200.030
Farampuan Korban Keksrasan dan TPPO | Kekerasan dan TPPO yang | Tabalong, 75434 323 | Dssmh (FAD)
Tingkat Kab/Hota mandapatkan layanan | Samus
pandampngsn Worban | Kecamatan,
Tingkat KabupatsnKnta Samua
— Kelurshan/ Desa
08 | o7 PROGRAM_PERLINDUNGAN KHUSUS | indeks  Pariindungan | Kabupaten 885 Pendapatan 88,9 Indoks
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Khusus yang | Bemua
Z|08 07| 2 |02 Mm Anak yang | Persontase Anak Korban | Kabupaton 100% Pandapatan 100%
o Khusus | Kekerasan yang menorima | Tabalong, 101.570.788 |  Asii Doerah ' 100.040.337
w Koordinasi Tingkat | Layanan  Perlindungan | Semua {PAD) ==
Semua
2|o8|o7r| 2 | 02 | oola Lu';wn pendempingan korban bagi Anak | Jumlah  Anak  Roman %n 47 Cang _-Pandupulnn.ﬁaﬂ 4B Drang 106 649,337 |
Kekerasan Tingkst Daerah | Kekerssan yanp | Tebalona, 101 670788 | Dasmh (PAD)
xwm mendapatan laysnan | Samus
pandampingan karhan Ihm‘““"l
Tingkal Daarah Kab¥ola slem
urahan Dega
Jumiah
49 965340, 448 52 484 572,795
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BAB V
PENUTUP

A. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian, Baik Dalam Rangka
Pelaksanaannya Maupun Seandainya Ketersediaan Anggaran Tidak
Sesuai Dengan Kebutuhan

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027 berfungsi
sebagal dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun
berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 serta berpedoman pada
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tabalong Tahun 2025-2029.

Selain itu Rencana Kerja juga sebagal landasan operasional perencanaan
taklis tahunan bagl Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang isinya lebih
memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan [angka pendek.
Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan
prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam
menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh
kebutuhan dasar Masyarakal melalul perencanaan pembangunan yang
berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang
berpikir sistemik / rasional, produktif, berdisiplin, bekarja efisien dan efektif.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program  dan keglatan
pembanguan di dalam Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun

2027 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang

berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapal sasaran-

sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA)

2025-2029 fersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-

prinsip efisiensi, efektivilas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempu

dengan Langkah-langka sebagal berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tabalong Tahun 2027, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan
terpadu melalui Kerjasama dan koordinas| antar sekretarial dan bidang.
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<. Dalam mempercepal perencanaan yang aspiraiil Upaya Keierlbatan
Masyarakal dalam proses perencanaan periu terus ditingkatkan, mulai dari
tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga
diharapkan mereka mempunyal ras memiliki dan bertanggungjawab terhadap
hasii-hasil pembangunan yang lelah dilaksanakan.

3. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027 adalah
dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Periindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam
upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan
baik yang bersembur dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang
bersumber dari APBN.

4. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027, di
dalam proses penyusunannya harus memperhatikan / mempedomanl|
RPJMD 2025-2029 Pembangunan Kabupaten Tabalong.

5. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2027 harus
menjadi dasar pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
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C. Rencana Tindak Lanjut

Transparans| dalam prose perencanaan pembangunan merupakan salah
salu syaral dalam penyelenggaraan pelayanan public yang harus dilkuti, dilkuti,
diketahul dan dipahami oleh Masyarakat, Agar setiap Kepulusan / kebijakan
publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus
dilibatkan sejak awal balk dalam proses perencanaan maupun perumusan
kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di daiam
kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi
Masyarakal atau pembangunan partisipalif. Transparansi sangat berkaitan
dengan sistam Informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat
demokratisasi dalam proses pengambilan Keputusan public.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi Masyarakat yang luas dalam
perumusan kebijakan public akan membutuhkan komitmen yang tinggl dalam
implementasinya, maka diperlukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemeriniahan yang berorientasi pada
peningkatan kualitas pelayanan,

2. Terbangunnya kesadaran Masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai
warga negara, terwujudnya mekanisme control dar anggota maupun
kelompok Masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tenlang
penyelenggaraan pemerintahan;
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3. Terwujudnya partisipasi akiil Masyarakal |/ swasla dalam keglatan
pembangunan;

4, Periu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk
melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus
ditempuh dapat melalul Pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta
kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;

5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam
melaksanakan koordinasi dengan Dinas Soslal, Pemberdayaan Perempuan,
Periindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar
proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.

6. Meningkatkan peran serta Masyarakat, balk dalam proses perencanaan
maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

7. Dalam menetapkan dokumen parencanaan harus tepat waktu sesual dengan
amanal peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan
apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.
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